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PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kudus salah satu Kabupaten di Jawa Tengah mempunyai luas wilayah 42.516 hektar yang terbagi atas 9 Kecamatan, 123 Desa dan 9 Kelurahan serta terdapat 713 Rukun Warga (RW), 3.752 Rukun Tetangga (RT) dan 414 Dukuh/Lingkungan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Dawe 8.584 ha (20,19%), dan Kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Kota dengan luas 1.047 ha (2,46 %). Kabupaten Kudus sebagai kota industri, merupakan salah satu yang mendukung peningkatan income per kapita masyarakat Kabupaten Kudus. Selain sebagai kota industri, Kabupaten Kudus secara pendidikan termasuk maju karena memiliki 8 buah perguruan tinggi yakni Universitas Muria Kudus (UMK), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus,  Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah, Akademi Kebidanan (AKBID) Pemda Kudus, Mardirahayu Kudus, Muslimat NU Kudus dan Akademi Keperawatan (AKPER) Krida Husada serta didukung beberapa Lembaga Pendidikan/Kursus. Adapun sarana Kesehatan Kabupaten Kudus mempunyai 2 (dua) Rumah Sakit Umum Pemerintah Negeri dan 4 (empat) Rumah Sakit Umum Swasta.

	Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Kudus pada Tahun 2011 yang dengan jumlah penduduk 769.904 jiwa masih terdapat RTS (Rumah Tangga Sasaran) berdasarkan PPLS 2011 sejumlah 68.379 KK yang terdiri dari 263.695 jiwa. Dari sejumlah RTS tersebut, perlu selalu diupayakan bagaimana caranya mengentaskan keluarga miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau SPKD adalah dokumen yang menggambarkan visi, tujuan, sasaran dan strategi yang mencakup kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus. Upaya mengentaskan kemiskinan,  sejalan dengan program pemerintah yang dicanangkan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah cara-cara yang ditempuh untuk menurunkan angka kemiskinan. Penanggulangan yang perlu ditempuh menunjukkan bahwa masalah kemiskinan sulit diatasi. Penyebabnya sangat komplek mencakup faktor ekonomi dan non ekonomi, diantaranya adalah mentalitas, budaya, lingkungan,  keadaan alam, struktur sosial dan keadaan politik.


1.2. Landasan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, aturan perundangan ini menjadi dasar bagi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam paradigma desentralisasi dan otonomi daerah.

	Penanggulangan kemiskinan, yang diprogramkan sebagaimana tertuang dalam Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Aturan perundangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut memuat manajemen pembangunan nasional secara teknokratik, demokratis, partisipatif serta top down dan bottom up. Jadi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan secara substantif diletakkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dokumen teknokratik lainnya, sehingga dalam lingkup kebijakan nasional ini Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada kebijakan RPJMN yang memuat kebijakan percepatan penanggulangan penanggulangan kemiskinan. Pada Tahun 2010 telah diterbitkannya kebijakan operasional berupa Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang memuat 4 (empat) pokok yaitu :
1. Perbaikan Program Perlindungan Sosial.
2. Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Dasar.
3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.
4. Pembangunan Inklusie, yang dilaksanakan sesuai kondisi Daerah.

	Mengingat hal tersebut maka Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) harus ada konsistensi antara kebijakan dan program, antara program dan penganggaran, penentuan sasaran (targeting) dan sistem penyampainya (diveri system) serta ada pembagian peran antara pelaku penanggulangan kemiskinan yakni pemerintah dan swasta.

	Adapun proses kegiatan, mekanisme kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan diperlukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan cara pemecahannya, review kebijakan dan program, sinkronisasi antara program, pembagian peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi hasil yang dicapai.

	Berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2010 mengalami penurunan 1,60% menjadi 9,20% dari angka kemiskinan pada tahun sebelumnya yang mencapai 10,80%. Angka kemiskinan di Kabupaten Kudus tersebut juga lebih rendah dibanding rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang mencapai 16,56%. Dari  pemahaman di atas, maka untuk meningkatkan keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan perlu disusun suatu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) secara terpadu melalui langkah-langkah yang terprogram, sinergis dan saling terkait antara berbagai komponen yang dilibatkan.


1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan SPKD

Adapun maksud  penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah untuk menguatkan kapasitas TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penguatan peran masyarakat dalam penyusunan SPKD yang integratif dengan dokumen perencanaan RPJMD di bidang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Kudus, antara lain :
1. Penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen seluruh komponen yang ada di Kabupaten Kudus dan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lebih terencana, terarah, terkoordinasi, termonitor, dan terevaluasi sehingga penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan efisien.
3. Mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam program penanggulangan kemiskinan.
4. Sebagai dokumen pengikat (social contract) antara stakeholder, yakni dokumen pengikat Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
5. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Sedangkan tujuan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kudus yakni :
1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, swasta dan komponen masyarakat sipil lainnya dalam merancang strategi yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Kudus yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari berbagai tujuan diatas maka Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ini difungsikan sebagai dokumen pengarah, penyelaras kebijakan strategi, pengkoordinasi dan segala kegiatan terpadu, efektif dan efesien dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan penanggulangan       kemiskinan daerah, dan dalam hal ini peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
3. Terbentuknya sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan       dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah.


1.4. Proses Penyusunan SPKD

Proses penyusunan SPKD dimulai dengan membangun konsensus dan disusun dengan melibatkan semua pelaku pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki serta mendorong para pelaku pembangunan baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat terlibat dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari berbagai upaya yang akan dan telah  dilakukan.

Penyusunan SPKD ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Adapun tahapan tersebut antara lain :
1. Mengkaji kondisi dan penyebab kemiskinan.
2. Mengkaji ulang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
3. Perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
4. Pengembangan sistem monitoring dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan SPKD meliputi :
BAB I	:	Membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, proses penyusunan serta ruang lingkup penyusunan SPKD.
BAB II	:	Membahas tentang konsep kemiskinan, indikator  kemiskinan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Kudus dan penyebab kemiskinan.
BAB III		:	Membahas kaji ulang terhadap kebijakan program penanggulangan  kemiskinan yang sudah dilaksanakan, perluasan dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM dan       perlindungan sosial serta faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalannya.
BAB IV		:	Dalam pembahasan landasan dan arah penanggulangan kemiskinan,  diketengahkan tentang bagaimana paradigma baru penanggulangan    kemiskinan, visi dan misi, kondisi makro tentang penanggulangan kemiskinan serta tujuan dan sasaran.
BAB V		:	Dalam pembahasan kebijakan program, diketengahkan tentang     bagaimana kebijakan program penanggulangan kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan, penganggung jawab serta strategi penanggulangan kemiskinan.
BAB VI	:	Monitoring dan evaluasi, yakni mengetengahkan sistim dan mekanisme evaluasi serta indikator keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus.
BAB VII	:	Penutup berisikan tentang penekanan strategi yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus.


BAB II
KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN KUDUS


2.1. Pengertian Kemiskinan

Istilah Kemiskinan memiliki pengertian yang masih beragam. Adapun berbagai pengertian kemiskinan antara lain:
1) Menurut Sayogyo, kemiskinan diartikan sebagai keadaan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa dengan nilai 20 kg beras per kapita per bulan untuk wilayah pedesaan atau 30 kg untuk wilayah perkotaan.
2) Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diartikan : suatu kondisi seseorang yang dapat memenuhi makanan kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari.
3) Kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), adalah kondisi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1) berdasarkan alasan ekonomi, antara lain :
· Orang tersebut tidak dapat melaksanakan ibadah dengan baik.
· Tidak mampu makan 2 (dua) kali sehari.
· Tidak mempunyai pakaian yang digunakan saat bekerja dan dirumah.
· Keadaan rumahnya masih tanah.
· Tidak mampu mengakses ke sarana kesehatan.
4) Menurut Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, definisi miskin adalah keadaan seseorang yang menerima upah tiap bulan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
5) Orang dikatakan miskin apabila pendapatan dalam satu bulan tidak mampu untuk mencukupi basic need antara lain :
· Sandang.
· Pangan.
· Papan.
· Pendidikan.
· Kesehatan.
6) Selain berbagai pengertian dan definisi kemiskinan tersebut di atas, maka perlu diketengahkan beberapa konsep kemiskinan antara lain :
a. Konsep Kemiskinan Absolut. Konsep ini dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkrit dan lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat yaitu sandang, pangan dan papan. 
b. Konsep Kemiskinan Relatif. Konsep ini dirumuskan dengan dimensi tempat dan waktu. Tolok ukur yang digunakan adalah berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu yang berorientasi pada derajat kelayakan hidup. 
c. Konsep Kemiskinan Subyektif. Yakni rumusan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Oleh karena itu maka kelompok yang menurut kita berada dibawah garis kemiskinan boleh jadi mereka menganggap bahwa dirinya tidak miskin tidak semacam itu. 

Dengan berbagai pengertian kemiskinan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Kudus didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengalami serba kekurangan, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.


2.2. Indikator Kemiskinan
 
Indikator Kemiskinan merupakan hasil analisis data yang menjadi prioritas bidang dan wilayah dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada suatu daerah. Untuk menghasilkan prioritas bidang dan wilayah, didahului dengan analisis terhadap indikator utama dalam bidang yang mencerminkan dimensi kemiskinan daerah, antara lain :
· Analisis Time Series (dari waktu ke waktu).
· Analisis Cross Sectional (antar wilayah).
· Analisis Relevansi. 
· Analisis Efektivitas (trend).
· Analisis Prioritas dengan menyandingkan antara indikator tingkat kemiskinan dengan indikator utama, antara indikator utama dengan indikator pendukung untuk menghasilkan prioritas bidang dan wilayah.
               
            Indikator utama yang harus dianalisis terlebih dahulu adalah indikator tingkat kemiskinan, karena semua indikator utama pada bidang-bidang lain terlebih dahulu dianalisis keterkaitannya dengan indikator tingkat kemiskinan untuk menentukan bidang prioritas.

Indikator utama adalah indikator yang menggambarkan capaian (outcome) pembangunan. Umumnya indikator ini mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program pembangunan.

Tabel 1.
Indikator Kemiskinan Kabupaten Kudus

	No
	Aspek
	Indikator Utama yang Disarankan

	1.
	Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
	· Tingkat Kemiskinan
· Tingkat Pengangguran

	2.
	Kesehatan
	· Angka Kematian Bayi
· Angka Kematian Balita
· Angka Kematian Ibu melahirkan
· Prevelensi Balita Gizi Kurang + Gizi Buruk

	3.
	Pendidikan
	· Angka Partisipasi Kasar (APK)
· Angka Partisipasi Murni (APM)
· Angka Melek Huruf (AMH)
· Angka Putus Sekolah (APTs)


	4.
	Insfrastruktur Dasar
	· Akses Sanitasi Layak
· Akses Air Minum Layak
· Rasio Elektrifikasi

	5.
	Ketahanan Pangan
	· Perkembangan Harga Beras
· Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama 
· Perkembangan Harga Minyak Goreng
· Perkembangan Harga Gula Pasir


          

2.3 Angka Kemiskinan di Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan. Dari 9 Kecamatan tersebut terdapat 123 Desa dan 9 Kelurahan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2011 (berdasarkan KDA 2011/2012) tercatat sejumlah 769.904 jiwa yang terdiri dari 382.021 jiwa laki-laki (49,62%) dan 387.883 jiwa perempuan (50,38%) serta terdiri dari 186.818 Rumah Tangga. Dari jumlah tersebut berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011) terdapat 68.379 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdiri dari 263.695 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebaran rumah tangga sasaran dan jumlah anggota rumah tangga per kecamatan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.
Jumlah RTS & ART per Kecamatan di Kab. Kudus

	No
	Kecamatan
	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)
	Jumlah Anggota Rumah Tangga
(ART)

	1.
	Kaliwungu
	8.173
	33.590

	2.
	Kota
	5.467
	21.077

	3.
	Jati 
	7.350
	30.431

	4.
	Undaan
	7.124
	23.137

	5.
	Mejobo
	6.519
	26.087

	6.
	Jekulo
	8.381
	31.063

	7.
	Bae
	5.411
	20.933

	8.
	Gebog
	9.185
	37.736

	9.
	Dawe
	10.769
	39.641

	
	Jumlah
	68.379
	263.695


Sumber data : TNP2K Jakarta.

Dari data Rumah Tangga Sasaran untuk Kecamatan Dawe terdiri dari 18 desa dimana jumlah rumah tangga miskin 10.767 dengan jumlah anggota 39.641 jiwa, ternyata Desa Kandangmas yang jumlah rumah tangga miskin terbesar yakni 1.410 KK. Sedangkan Kecamatan Bae yang terdiri 11 desa yang jumlah rumah tangga miskin terkecil diantara 9 kecamatan, dengan jumlah rumah tangga miskin 5.411 dan jumlah anggota 20.933 jiwa, ternyata Desa Gondangmanis yang jumlah Rumah Tangga Miskinnya terbesar yakni 902 KK. 

Dari data tersebut terdapat kecenderungan bahwa ada korelasi positif antara besar kecilnya jumlah rumah tangga miskin per desa, jumlah anggota rumah tangga miskin dengan jumlah rumah tangga miskin per Kecamatan.

Apabila dirata-rata jumlah rumah tangga miskin dengan jumlah anggota per Desa per Kecamatan maka secara berturut-turut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.
Rata-Rata Jumlah Rumah Tangga Miskin Dengan Jumlah Anggotanya 
per  Kecamatan

	No
	Kecamatan
	Jumlah rata-rata RTM

	1.
	Kaliwungu
	544,8667

	2.
	Kota
	218,68

	3.
	Jati
	525

	4.
	Undaan
	445,25

	5.
	Mejobo
	592,6367

	6.
	Jekulo
	698,4167

	7.
	Bae
	541,1

	8.
	Gebog
	835

	9.
	Dawe
	598,2778


Sumber data : TNP2K Jakarta diolah BPMPKB Kab.Kudus 

Dari data di atas secara berturut- turut dapat diketahui  rata-rata RTM terbesar per Kecamatan adalah :
1. Gebog, jumlah rata-rata RTM 835 KK dengan jumlah ARTM 1604,7500 jiwa;
2. Jekulo, jumlah rata-rata RTM 698,4 KK dengan jumlah ARTM 375,6363 jiwa;
3. Dawe, jumlah rata-rata RTM 598,28KK dengan jumlah ARTM 1382,8181 jiwa.

Dan untuk rata-rata terkecil jumlah RTM  adalah Kecamatan Kota dengan 218,68 RTM dengan jumlah ARTM 438,3200 jiwa. 


2.4 Dimensi Kemiskinan

Dalam pembahasan dimensi kemiskinan, perlu diketengahkan konsep pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Peningkatan kapasitas dasar yakni upaya untuk peningkatan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan kesehatan sebagai tanggung jawab pemerintah. Sedangkan peningkatan daya beli ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi sehingga terciptanya perluasan kesempatan kerja, ini merupakan fungsi badan usaha swasta dengan pengaturan pemerintah.

 Sebagai acuan, seharusnya menggunakan prinsip dasar dan pendekatan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Prinsip Dasar SPKD menjadi sumber acuan bagi langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan di daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kalangan swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses Penyusunan SPKD harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

a. Partisipatif
Proses penyusunan SPKD menganut prinsip partisipatif yang tercermin dari proses dan pentahapan yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam wadah TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan benar-benar memperhatikan perbedaan kondisi antar daerah dan kondisi lokal daerah setempat.

b. Transparansi
Proses formulasi SPKD diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan dan bagi publik.

c. Akuntabilitas
Proses penyusunan SPKD melibatkan dan menggunakan sumber data, substansi kebijakan, analisis kebijakan dan mekanisme pelaksanaan yang bertanggung jawab dan akuntabel (tanggung gugat) kepada publik.

d. Aplikatif
Dokumen SPKD merupakan dokumen yang mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan bagi langkah-langkah konkret dari aksi penanggulangan kemiskinan daerah sesuai kemampuan dari daerah tersebut.

e. Kemitraan
Proses penyusunan SPKD dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang ada di daerah melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara setara dan adil.

f. Keterpaduan 
SPKD disusun sebagai dokumen yang inklusif dengan memperhatikan kondisi lintas SKPD, swasta dan masyarakat miskin dalam peran dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik yang sudah berjalan maupun yang sudah direncanakan agar seluruh upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara terpadu.

g. Keberlanjutan
Dokumen SPKD memuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang berkesinambungan, yaitu dibuat dalam 1 (satu) periode kepemimpinan Kepala Daerah, dengan kemungkinan tinjauan secara periodik dalam dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan penyempurnaan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah.

 Adapun Pendekatan Penyusunan SPKD dilakukan dengan dasar analisis dari informasi dan data yang paling dapat dipercaya (valid) dan terbaru (update) yang dimiliki daerah, dengan menggunakan pendekatan analisis sebagai berikut :

a. Analisis Dimensi Kemiskinan
Analisis dimensi kemiskinan dalam penyusunan SPKD minimal mempunyai 5 (lima) bidang yaitu :
1. Ketenagakerjaan.
2. Kesehatan.
3. Pendidikan.
4. Insfrastruktur Dasar.
5. Ketahanan Pangan.

Apabila daerah memiliki dimensi bidang yang lebih dari 5 (lima) dimensi tersebut maka dimensi yang khas di daerah digunakan untuk memperkuat dan memperluas analisis.

b. Analisis Indikator Kemiskinan
Analisis indikator kemiskinan yang dilakukan dalam penyusunan SPKD menggunakan indikator yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Spesifik.
2. Terukur.
3. Dapat dibandingkan.
4. Terjangkau.
5. Relevan.
6. Efektif dalam pembiayaan.
7. Periodik.

c. Inklusif dan Terpadu
Dokumen dan analisis yang dihasilkan dalam SPKD dapat digunakan untuk proses perencanaan dokumen pembangunan yang lain atau menyempurnakan kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya.

Dengan dicanangkan program Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) maka diharapkan mampu untuk menurunkan angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Kudus menjadi 7,5 %.

Dimensi kemiskinan dapat dilihat pada berbagai kondisi yang meliputi : kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, kondisi perumahan dan sanitasi serta Lingkungan Hidup (LH) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Kondisi Ekonomi

Sebenarnya masalah kemiskinan tidak hanya dilihat dari masalah ekonomi saja akan tetapi ekonomi sangat menentukan daya beli (pengeluaran) masyarakat, sedang pengeluaran akan sangat ditentukan oleh pendapatan. Apabila daya beli masyarakat rendah berarti kesempatan masyarakat lebih rendah dalam mengakses berbagai sumber daya.

Sebagai indikator, tinggi rendahnya pendapatan masyarakat adalah keadaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten Kudus sebagai kota industri, pada tahun 2010 sektor industri memberikan konstribusi yang lebih baik  sebesar 62,41% dibanding sektor pertanian maupun sektor yang lain, yang diikuti oleh komoditas perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,35%. Sedangkan kontribusi dari sektor pertanian dan sektor yang lain masih 10%, yakni sektor pertanian sebesar 2,74%, sektor jasa 2,73%, sektor keuangan sebesar 2,37% sektor pengangkutan dan komunikasi 1.37%. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Kudus sangat berpotensi untuk segera dapat mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan.

2) Kondisi Pendidikan

Kondisi Pendidikan secara langsung maupun tidak langsung merupakan tolok ukur bagi tinggi rendahnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan masyarakat. Kondisi tersebut berkaitan erat terhadap kemampuan masyarakat untuk dapat memperoleh kesempatan kerja yang tersedia. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin besar untuk dapat memperoleh kesempatan kerja, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan akan semakin kurang memperoleh kesempatan kerja.

Untuk hal tersebut maka Kabupaten Kudus dengan jumlah penduduk,                                                                                                                              769.904 jiwa yang terdiri dari 382.021 jiwa laki-laki dan (49,62%) dan 387.883 jiwa perempuan (50,38%). Pada tahun 2011 keadaan pendidikan yang ditamatkan per Kecamatan sebagaimana berikut.

Tabel 4.
Banyaknya Penduduk (10 tahun keatas) Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan

	NO
	BANYAKNYA PENDIDIKAN
(10 TAHUN KE ATAS) MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
	JUMLAH


	1
	Tidak / belum sekolah
	125,771

	2
	SD
	130.531

	3
	SLTP
	195.353

	4
	SLTA
	  91.393

	5
	D1 ke atas
	  43.394


Sumber data: Kudus Dalam Angka 2010/2011.

Dari data di atas, maka kondisi penduduk yang tidak/belum sekolah masih 125.771 orang, dan yang lulus SD 130.531 orang, yang lulus SLTP 195.353 orang, sedang yang menamatkan Perguruan Tinggi hanya 43.394 orang. Untuk jenjang pendidikan dari tidak/lulus sekolah sampai dengan SLTP masih mendominasi rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan pendidikan, khususnya untuk Pendidikan Dasar Dua Belas (12) Tahun dan Kejar Paket A, B dan C.

3) Kondisi Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dengan kesehatan yang dimiliki, masyarakat akan dapat melakukan segala aktivitasnya. Dengan kesehatan, manusia akan dapat bekerja, meningkatkan pendapatan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut data kelahiran dan kematian penduduk,  Kabupaten Kudus pada tahun 2011 jumlah penduduk yang lahir 10.930 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang mati 5.448 jiwa. Dengan membandingkan kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kudus diharapkan dapat menurunkan angka kematian balita terutama dengan adanya perbaikan gizi masyarakat sehingga angka kematian anak dapat diturunkan. Disamping hal tersebut maka pada tahun 2011 peserta KB aktif mencapai 108.506 orang dan peserta KB baru sebanyak 24.235 orang. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesehatan ibu.

Berdasarkan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Kabupaten Kudus tahun 2011 mempunyai dua (2) Rumah Sakit Umum Pemerintah dan mempunyai 4 (empat) Rumah Sakit Swasta, Puskesmas sebanyak 19 buah, serta Puskesmas Pembantu 44 unit, selain itu juga mempunyai 71 (tujuh puluh satu) Apotek dan 7 (tujuh) toko obat, tenaga perawat 1.055 orang dan tenaga bidan 440 orang. Namun masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di tahun-tahun mendatang khususnya terkait persentase status gizi anak balita yang ditimbang mengalami penurunan. Untuk status gizi baik, dari 93,38% (tahun 2010) mengalami penurunan di tahun 2011 menjadi 90,81% serta adanya peningkatan penderita penyakit HIV/AIDS di tahun 2011 mencapai 40 orang.

4) Kondisi Ketenagakerjaan

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Kudus sebagai kota industri, maka sebagian besar tenaga kerja terserap oleh sektor sekunder yaitu lapangan usaha utama listrik, gas dan air, industri dan konstruksi baru pada sektor yang lain. Sebagai gambaran ketenaga kerjaan, maka dapat dicermati tabel berikut.






Tabel  5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Indeks Berantai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  Menurut Lapangan Usaha  Kabupaten Kudus 2010/2011

	NO
	LAPANGAN USAHA UTAMA
	SEKTOR
	TAHUN 2011

	1.
	Pertanian, Pertambangan dan penggalian
	Primer
	55.143

	2.
	Listrik, Gas dan Air, Industri dan Konstruksi
	Sekunder
	187.852

	3.
	Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan, dan Jasa
	Tersier
	140.404


Sumber data: Kudus Dalam Angka 2011/2012.

Dari data di atas maka tenaga kerja untuk Tahun 2011 berjumlah 383.399 orang terdiri laki-laki sejumlah 219.147 orang dan perempuan 164.252 orang, dengan rincian : Sektor Sekunder yaitu Lapangan Usaha Utama Listrik, Gas dan Air, Industri, dan Konstruksi urutan pertama sebesar 49%, Sektor Tersier yaitu Lapangan Usaha Utama Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Jasa urutan kedua, serta Sektor Primer yaitu Lapangan Usaha Utama Pertanian, Pertambangan dan Penggalian urutan ketiga. Jadi dapat disimpulkan data tersebut masih didominasi peran laki-laki akan tetapi peran perempuan sangat dibutuhkan dan perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam rangka pengentasan kemiskinan karena pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan khususnya Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) didominasi Kaum Perempuan yang merata di sembilan (9) Kecamatan di Kabupaten Kudus.

5) Kondisi Perumahan dan Sanitasi

Perumahan yang sehat dengan kondisi lingkungan perumahan merupakan masalah penting bagi terwujudnya keluarga sehat. Untuk itu perlu diupayakan pembangunan saluran irigasi maupun terpenuhinya jamban keluarga termasuk pengelolaan sampah yang baik. Di Kabupaten Kudus, sanitasi rata-rata sudah baik karena menurut data di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kudus, desa-desa yang telah mendapatkan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) mencapai 62 desa dari mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang tersebar merata di 9 Kecamatan, dan Program Pamsimas dari Pemerintah Pusat akan berlanjut untuk tahap II yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2014.

6) Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan terutama daerah-daerah tangkapan air di kawasan Muria, banyaknya penebangan liar, terjadinya lahan gundul, banyaknya galian-galian tanah baik untuk produksi genteng maupun tanah-tanah urug semakin memperparah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Untuk mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan kesadaran warga untuk pelestarian SDA dan mencarikan alternatif pemecahan masalahnya.


2.5. Penyebab Kemiskinan 

1. Kondisi Internal 

Faktor penyebab kemiskinan, ditentukan oleh kondisi internal masyarakat. Kondisi internal yang dimaksud adalah kondisi individu dan keluarga masyarakat tersebut. Kondisi Internal sangat dipengaruhi oleh :

(1)   Sikap Mental Budaya
Mentalitas dan budaya sering kali berdampak pada mudah merasa puas dengan kebutuhan yang terbatas, lebih mementingkan gengsi dari pada kebutuhan ekonomi. Untuk itu maka Koentjaraningrat menunjukkan bahwa mentalitas yang sesuai dengan alam pembangunan adalah berorientasi ke masa depan, dapat berinovasi, berorientasi pada prestasi, berusaha atas kemampuan sendiri, percaya diri dan bertanggungjawab.

(2)  Keadaan Pendidikan
Rendahnya pendidikan berdampak pada lemahnya kemampuan analisis masalah sehingga takut mengambil resiko, kurangnya motivasi dan lemahnya kemampuan berorganisasi. Hal ini sangat bertentangan dengan pembangunan berbagai bidang, kemajuan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Faktor penghambat masyarakat untuk menjadi maju, yakni cara hidup yang tradisional, nilai adat kebiasaan yang bersifat konservatif yang menghambat perubahan sosial. Oleh karena itu, untuk menjadi masyarakat maju maka pola hidup masyarakat harus diarahkan menuju cara hidup yang modern, yang dicirikan oleh : organisasi ekonomi yang padat modal, perkembangan ekonomi yang didorong oleh ekspor bahan mentah dan perkembangan industri yang dirangsang dengan modal asing.

(3)  Mata Pencaharian
Mata pencaharian erat hubungannya dengan kesempatan kerja dan berusaha. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya maka diperlukan penambahan perluasan kesempatan kerja baik dibidang industri, perdagangan, dan pertanian. 

Dari pemahaman tersebut maka kualitas sumber daya manusia sebagai penyebab kemiskinan harus diubah dengan paradigma baru dengan strategi penanggulangan kemiskinan agar mereka dapat keluar dari kemiskinan tersebut.

2. Kondisi Eksternal

Disamping faktor yang bersifat internal, kondisi eksternal juga berpengaruh pada terjadinya kemiskinan. Faktor eksternal yang berpengaruh pada terjadinya kemiskinan yakni : 

(1) Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan pemerintah terhadap infrastruktur lunak dan keras serta kebijakan regulasi yang pro investasi sangat diharapkan untuk menurunkan terjadinya angka kemiskinan.

(2) Aspek Pendidikan 
Untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas maka perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Untuk itu penduduk harus terbebas dari buta huruf atau buta aksara. Semakin tinggi angka melek huruf maka peluang tercapainya sasaran pembangunan semakin besar.

(3) Aspek Kesehatan
Aspek kesehatan mempunyai korelasi yang erat terhadap tinggi rendahnya angka harapan hidup. Tinggi rendahnya angka harapan hidup berhubungan erat dengan faktor lingkungan seperti tersedianya air bersih, kualitas perumahan, ketersediaan jamban, sanitasi dan lain-lain.

(4) Aspek Dukungan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Sarana dan prasarana lingkungan, sangat mendukung kelancaran transportasi. Semakin lancarnya sarana transportasi semakin mudah untuk mendapatkan barang dan produksi, sehingga mempermudah peningkatan ekonomi dan pendapatan.

(5) Perlindungan Sosial
Perlindungan terhadap golongan masyarakat lanjut usia, fakir miskin, golongan penderita cacat dan anak yatim piatu, perlu adanya jaminan sosial yang layak guna menurunkan angka kemiskinan.

Dengan demikian maka dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan, perlu alokasi dana dari pemerintah yang diarahkan pada pengembangan daerah miskin, yaitu daerah yang mempunyai banyak penduduk miskin supaya taraf hidup dan pendapatannya meningkat sehingga dapat keluar dari kemiskinan.








BAB III
KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Beberapa kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan sebagian sudah dilaksanakan dan sebagian belum dilaksanakan. Dalam APBD Kabupaten Kudus walaupun secara tersurat belum menyebutkan program penanggulangan kemiskinan akan tetapi secara tersirat telah melakukan banyak sekali kegiatan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun berbagai kegiatan yang erat hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2011 antara lain:

1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kudus, terdiri dari :
· Bantuan untuk PNPM Mandiri Perdesaan.
· Bantuan untuk PNPM Mandiri Perkotaan.
· Bantuan untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
 
2) Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus telah melaksanakan:
· Pelatihan keterampilan di Ponpes (Pondok Pesantren) dan pengukuhan, KUB otomotif.
· Penyuluhan UDKM untuk pedagang kecil.
· Pameran/promosi produk IKM untuk Industri Kecil Menengah.
· Peningkatan SDM untuk mengelola Koperasi dan UKM.
· Studi banding, untuk Industri Dagang Kecil dan Koperasi.
· Penyaluran dana bergulir untuk Industri Kecil Menengah, Koperasi Simpan Pinjam.
· Pengguliran dana  IKM untuk Industri Kecil Menengah. 

3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus, program penanggulangan kemiskinan yang direalisasi terinci atas : 
· Bantuan bidang Pendidikan BKM (Bantuan Khusus Murid).
· Bantuan Beasiswa keluarga kurang mampu.
· Bantuan Pendidikan Kejar Paket A.
· Bantuan Pendidikan Kejar Paket B.
· Bantuan Pendidikan Kejar Paket C.
· Bantuan Pendidikan Keaksaraan.
· Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal.
· Bantuan Kesejahteraan Guru RA, BA, MI, MTs, dan MA Swasta.
· Bantuan Kesejahteraan GTT TK, SD, SMP, SMA dan SMK Swasta.

4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dalam kegiatannya telah merealisasikan :
· Bantuan Kesejahteraan Masyarakat kepada Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Toma).
· Bantuan Kesejahteraan Guru TPQ, Petugas Dikonia, Pengajar Injil, Agama Budha dan Hindu.

5) BAPPEDA Kabupaten Kudus :
· Penanggulangan Kemiskinan dengan dana dari Bappeda untuk kegiatan pengembangan P2KP bagi 55 BKM  .

6) Dinas Pertanian :
· Untuk Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4NK) dengan dana dari APBD.

7) Rumah Sakit Umum Daerah .
· Program Jamkesmas.
· Program Jamkesda.

8) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kudus :
· Penyaluran Raskin bagi keluarga miskin di 9 kecamatan, selama 12 bulan dan dana pendampingan untuk kelancaran pendistribusian beras.

9) Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
· Bantuan ke Panti Asuhan.
· Bantuan Partisipasi Sosial Masyarakat (PARSOSMAS).
· Bantuan Santunan terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45.
· Bantuan Rehabilitasi Penyandang Cacat (Penca).
· Bantuan Rehabilitasi bagi Anak Jalanan.
· Bantuan Pengiriman Kalayan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke Panti Sosial.
· Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu dan Kalayan Panti Asuhan.
· Bantuan Santunan Fakir Miskin.
· Bantuan Rehabilitasi Fakir Miskin.
· Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.
· Bantuan Santunan Kematian.
· Identifikasi Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja.

10) Dinas Kesehatan :
· Usaha perbaikan gizi keluarga.
· Pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin.
· Pengembangan  JKPM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).

Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada umumnya masih memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut :
1) Memandang kemiskinan hanya dari sisi ekonomi.
2) Masih menunjukkan  adanya tumpang tindih antara program yang satu dengan program yang lain.
3) Kebijakan masih bersifat sektoral.
4) Program tidak berkelanjutan.
5) Kurang adanya transparansi dan monitoring.
6) Program masih bersifat top down.
7) Belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuk hal tersebut maka dalam SPKD Pemerintah Daerah melalui birokrasi dapat menyusun berbagai jenis program yang sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing dinas dan saling bersinergi sehingga dapat meningkatkan dan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kudus yang berdasarkan pada 4 (empat) pilar utama yakni Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas SDM dan Perlindungan Sosial.


3.1. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Penyebab timbulnya kemiskinan adalah keterbatasan lapangan kerja dan berusaha sehingga banyak angkatan kerja yang mengalami pengangguran. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan pada umumnya orang miskin tidak memiliki pekerjaan yang layak. Pada umumnya, apabila angka pengangguran tinggi maka angka kemiskinan juga tinggi.

Untuk itu kebijakan-kebijakan untuk pemenuhan hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan yang layak dan kesempatan berusaha serta pengembangan usaha tanpa diskriminasi gender.

1. Program Kebijakan

Beberapa program/kebijakan dalam rangka Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha yang akan dilaksanakan antara lain :
1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan usaha tanpa diskriminasi gender.
2) Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin melalui berbagai kegiatan kursus dan pelatihan sehingga siap memasuki pasar kerja.
3) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan berusaha  bagi  laki-laki maupun perempuan, usia kerja dari keluarga miskin.
4) Peningkatan perlindungan pekerja terutama buruh migran baik dalam maupun luar negeri.
5) Pengembangan usaha mikro dan koperasi.
6) Peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan dan perlindungan kerja.
7) Peningkatan kesempatan kerja di bidang pertanian melalui pengembangan pertanian dalam arti luas, meliputi pengembangan pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
8) Peningkatan kesempatan kerja dibidang industri dan perdagangan.

2. Kaji Ulang Program Kebijakan

· Keberhasilan
a)  Bertambahnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
b)  Adanya pembinaan yang berkelanjutan.
c)  Terbukanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.

· Kegagalan
a)  Terjadinya kemacetan dana bergulir yang ada dalam masyarakat.
b)  Lemahnya kemampuan manajemen.
c)  Kurangnya koordinasi antar lembaga masyarakat terkait.
d)  Kegagalan usaha KSM.
e)  Pemasaran yang lemah.
f)  Persaingan yang kurang sehat.
g)  Pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu yang cukup lama.


3.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya kemiskinan dapat diidentikkan dengan ketidakberdayaan. Kemiskinan dan ketidakberdayaan bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan dan pengeluaran semata akan tetapi ditinjau pula dari segi politik, ekonomi, sosial budaya maupun secara psikologis. Kesemuanya itu merupakan mata rantai sebagai penyebab ketidakberdayaan.

Secara politik, masyarakat miskin tidak mempunyai kekuatan politik dan tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik sehingga menempatkan orang miskin pada struktur sosial paling bawah. Sedangkan secara ekonomi, masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak cukup dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun secara sosial budaya masih terlembaganya sifat-sifat pasrah, apatis dan rendah representasi.

Mengingat hal tersebut maka dalam pemberdayaan masyarakat dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dikembangkan. Dalam pemberdayaan masyarakat, tidak hanya penguatan individu anggota masyarakat melainkan juga penanaman nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Pemberdayaan tersebut perlu dikaitkan erat dengan lembaga-lembaga sosial serta peranannya dalam pembangunan nasional.




1. Program/ Kebijakan

Beberapa program /kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain :
1) Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat.
2) Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
3) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  Perkotaan.
4) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
5) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
6) Program Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).
7) Program Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
8) Program Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Pasar Desa.
9) Program Pokjanal Posyandu.
10) Program Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
11) Pemberdayaan Potensi Pertanian.
12) Pemberdayaan Potensi Industri Kecil.
13) Pemberdayaan Potensi Perdagangan.
14) Pemberdayaan Perempuan.

2. Kaji Ulang Program/Kebijakan

· Keberhasilan
a) Adanya pendampingan dalam jangka panjang.
b) Kepedulian stakeholder dalam menunjang keberhasilan program.
c) Sifat program yang komprehensif.
d) Tersedianya dana yang cukup besar.
e) Kesadaran dan kemauan masyarakat miskin untuk mengatasi masalahnya 
sendiri.
f) Adanya sosialisasi program secara intensif.

· Kegagalan
a) Belum adanya pemahaman yang sama antar stakeholder.
b) Adanya berbagai penyalahgunaan dana pada masyarakat.
c) Adanya kemacetan dana bergulir.


3.3. Peningkatan Kapasitas SDM

Terkait kapasitas dan sumber daya maka yang menjadi akar permasalahan adalah berbagai pemenuhan hak dasar yang terkait pada penduduk miskin. Adapun hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak dasar adalah pemenuhan kebutuhan pangan, rendahnya pendidikan, rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya layanan perumahan dan masalah ketimpangan gender.
Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, masyarakat masih bertumpu pada kebutuhan beras sebagai bahan pangan, belum diterimanya diversifikasi pangan selain beras seperti jagung, sagu, ubi jalar, ubi kayu yang tersedia secara lokal sebagai bahan pangan pokok. Rendahnya mutu layanan kesehatan terkait erat dengan rendahnya atau terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan dan sarana kesehatan, serta rendahnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat.

Rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dikarenakan terbatasnya kesempatan kerja, serta keterbatasan peluang pengembangan usaha. Rendahnya layanan perumahan, dikarenakan terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak serta lemahnya perlindungan atas pemilikan perumahan. Ketimpangan gender, sering menjadi penyebab dari penguasaan atas tanah dan perumahan. Kenyataan menunjukkan bahwa kepemilikan atas hak tanah dimiliki oleh laki-laki.

1. Program/Kebijakan

Kebijakan dibidang peningkatan kapasitas SDM diarahkan kepada memperbesar kemampuan masyarakat miskin dalam menangani persoalan-persoalan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bekerja dan berusaha lebih produktif agar dapat keluar dari kemiskinan. Untuk itu maka beberapa program kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM antara lain :
1) Peningkatan dan pembinaan kualitas SDM.
2) Peningkatan kualitas kesehatan.
3) Mengadakan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM usaha mikro kecil menengah, industri, perdagangan dan koperasi.
4) Pelayanan kesehatan keluarga.
5) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
6) Peningkatan kesehatan lingkungan.
7) Perbaikan gizi masyarakat.
8) Pemberdayaan keluarga.
9) Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
10) Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
11) Pengembangan pendidikan masyarakat.
12) Peningkatan prestasi siswa.

2. Kaji Ulang Program/Kebijakan

· Keberhasilan
a)  Adanya perencanaan dan pelaksanaan program secara konsisten dan     kontinyu dalam jangka waktu yang cukup panjang.
b) Adanya keterlibatan stakeholder secara aktif.
c) Adanya dukungan biaya yang cukup besar.
d) Adanya sistem manajemen yang transparan.


· Kegagalan
a) Sistem monitoring yang tidak kontinyu.
b) Penyelenggaraan program yang tidak kontinyu.
c) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
d) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan  program.


3.4. Perlindungan Sosial

Kebijakan pada pelindungan sosial diarahkan pada usaha untuk pengembangan peran serta masyarakat dan pendayagunaan secara optimal sumber-sumber kesejahteraan sosial. Program tersebut diharapkan dapat menyelamatkan masyarakat penyandang sosial, seperti tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, anak terlantar, fakir miskin dan orang jompo agar mendapatkan kehidupan yang layak.

1.  Program/Kebijakan.

Untuk maksud di atas maka dilaksanakan berbagai jenis kegiatan antara lain:
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM P2KP).
3. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
4. Pembinaan kesejahteraan sosial.
5. Rehabilitasi sosial.
6. Penanganan keluarga miskin.
7. Menganekaragamkan bahan pangan.
8. Pengembangan sistem kelembagaan distribusi pangan.

2. Kaji Ulang Program/Kebijakan

· Keberhasilan
a)  Adanya organisasi sosial yang menangani secara langsung pada penyandang sosial.
b)  Manfaat kegiatan langsung dirasakan oleh masyarakat penyandang sosial.

· Kegagalan
a) Kegiatan bersifat incidental.
b) Peran aktif masyarakat yang belum optimal.
c) Pelaksanaan program yang belum terpadu.
d) Rendahnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
e) Kurangnya  rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
f) Kurangnya pemberdayaan potensi dan perlindungan sosial.
g) Kurang mampunya penyandang masalah sosial untuk berperan dalam berproduksi.
h) Kurangnya bahan pangan dalam kehidupan sehari-hari.











































BAB IV
LANDASAN DAN ARAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN


4.1. Paradigma Baru Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam kehidupan bangsa. Kemiskinan ditandai dengan adanya ketidakberdayaan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi lapangan pekerjaan dan sebagainya. Untuk itu harus dikaji bersama dan disadari bahwa selama ini dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih menunjukkan banyak kelemahan diantaranya :
1) Memandang kemiskinan hanya dari sisi ekonomi.
2) Masih menunjukkan adanya tumpang tindih antara program yang satu dengan program yang lain.
3) Kebijakan masih bersifat sektoral.
4) Program masih belum berkelanjutan.
5) Kurang adanya evaluasi dan monitoring.
6) Program masih bersifat top down.
7) Belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan perkembangan dewasa ini dan era globalisasi maka mendorong perubahan paradigma baru dan pola penanggulangan kemiskinan. Hal ini didukung oleh :

a. Berlakunya Otonomi Daerah
Dengan adanya otonomi daerah maka akan dapat mendorong seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola segenap potensi yang ada berdasarkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki.

b. Tuntutan Globalisasi
Pada satu sisi, globalisasi akan berpengaruh pada perubahan sistem ekonomi yang sangat mendasar, yakni menuntut tingkat efisiensi dan efektivitas dalam produk sehingga membawa sistem perekonomian rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Akan tetapi pada sisi yang lain, apabila kita tidak mampu memenuhi persyaratan yang diinginkan bahkan akan menimbulkan kepentingan ekonomi dan sosial.

c. Tingkat Pengelolaan Pemerintah Yang Baik (Good Governance)
Terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) akan dapat mencegah timbulnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga pada gilirannya akan membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan.
               
Kemiskinan dipandang sebagai masalah yang multidimensional yang berdampak pada berbagai masalah yakni masalah ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum. Oleh karena itu diperlukan komitmen oleh semua pihak termasuk masyarakat miskin itu sendiri sehingga dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh harus dipandang dari semua aspek kehidupan.

Perubahan paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan harus mencakup:
a. Nilai dasar.
b. Konsep dan metode.
c. Praksis. 

Ad.a. Nilai Dasar, yang dimaksud yakni mengutamakan:
1) Kepentingan rakyat.
2) Memihak.
3) Mendahulukan masyarakat miskin (Pro Poor).
4) Menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan dan kesetaraan. 

Ad.b. Konsep dan Metode, yang diterapkan yakni : 
1)  Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat menuju keswadayaan dan kemandirian. Aspirasi masyarakat miskin dilakukan dengan mengutamakan masyarakat miskin dalam usaha untuk mentransformasikan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik yang bertumpu pada arus pengutamaan gender dan masyarakat miskin.
2)	Menegakkan hak asasi manusia (Human Right) demokrasi dan sentralisasi dan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
 
Ad.c.Praksis, yang diterapkan yakni : 
1)  Pembangunan kemiskinan menjadi arus utama pembangunan berkelanjutan.
2) Transformasi masyarakat menuju masyarakat Indonesia yang madani,  sejahtera, mandiri, adil dan makmur.
3) Pengembangan hubungan antara masyarakat dan pemerintah melalui interaksi yang menumbuhkembangkan hubungan antar stakeholder.

Adapun bentuk paradigma baru yang melandasi strategi penanggulangan kemiskinan pada masa mendatang yakni :
1) Keterbukaan sosial (sosial inclution).
2) Desentralisasi fungsi tata pemerintahan.
3) Orientasi pembangunan pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.
4) Demokratisasi.
5) Masyarakat sebagai obyek pembangunan yang partisipatif.
6) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
7) Pembangunan kemiskinan yang berwawasan gender.
8) Peningkatan pendapatan masyarakat.
9) Pengambilan keputusan dan kebijakan yang bottom up.
10) Pembangunan kemiskinan yang berwawasan wilayah.
4.2. VISI dan MISI

A. VISI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 - 2013

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan kondisi nyata Kabupaten Kudus dengan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan saat ini dan yang akan datang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi  Kabupaten Kudus tahun 2008 – 2013 adalah :

”TERWUJUDNYA KUDUS YANG SEJAHTERA”

Sejahtera, mengandung arti antara lain :
· Tercukupinya kebutuhan secara utuh/sempurna .
· Menyeluruh/merata dalam arti adil, baik lahir maupun  batin, fisik dan  non fisik.
· Serta mengandung arti cukup sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar manusia), aman, tentram dan damai.

Aman, mengandung makna sebagai berikut :
· Bebas dari bahaya.
· Ancaman dan gangguan baik lokal regional, nasional maupun internasional.
· Selain itu juga mencerminkan keadaan tentram.
· Tidak ada rasa takut dan khawatir.

Damai, mengandung arti sebagai berikut :
· Tidak terjadi konflik.
· Tidak ada kerusuhan.
· Keadaan tidak bermusuhan.
· Rukun dalam sistem negara hukum.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 merupakan bagian dari tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus yang ditandai dengan :
· Pemerintahan yang bersih.
· Profesional.
· Peningkatan pelayanan publik.
· Penguatan sendi-sendi ekonomi lokal yang ditunjang kondisi aman dan tertib.

Berbagai potensi sumberdaya ditingkatkan pengelolaannya secara integral dan sinergis sehingga terwujud Masyarakat yang Sejahtera.

Jadi Visi ”Terwujudnya Kudus yang Sejahtera” tersebut diatas, yang diartikan sejahtera baik lahir maupun batin, aman, tenteram dan damai, selaras dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus tahun 2005 – 2025 yaitu KUDUS YANG RELIGIUS, MAJU DAN ADIL. Karena pada dasarnya penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD. Apabila dicermati, konotasi visi pada RPJPD dan RPJMD terdapat benang merahnya. Konotasi Visi RPJPD adalah :

Religius, mengandung arti bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Berkaitan dengan itu religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang.

Maju, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, professional serta berwawasan kedepan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. 

Adil, berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai  pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan di daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman.


B. MISI RPJMD KABUPATEN KUDUS

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi Pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis.
4. Mewujudkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya.
8. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
9. Meningkatkan kehidiupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis.


4.3.  Kondisi Makro Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan yakni melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian dan bergulir, pembangunan prasarana dan pendampingan.

Sejalan dengan membaiknya perekonomian yang diikuti oleh terkendalinya harga barang dan jasa serta meningkatnya pendapatan masyarakat, jumlah penduduk miskin secara nasional pada tahun 2010 mencapai 13,33% dan persentasi itu turun menjadi 12,49% pada bulan Maret 2011, serta pada bulan September 2011 angka kemiskinan turun kembali menjadi 12,36%. Sedangkan sampai bulan Maret 2012 angka Kemiskinan menjadi 11,96% atau sekitar 29,13 juta jiwa. (Sumber : MENTERI BAPPENAS, ARMIDA ALISJAHBANA Senin, 13 Agustus 2012) .

 Menurut Sumber : Diolah dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari Maret 2011 s/d Maret 2012, Garis Kemiskinan di Jawa Tengah adalah :
· Selama Maret 2011 s/d 2012, Garis Kemiskinan Jawa Tengah naik sebesar 6,07% yaitu dari Rp.209.611,-  per kapita per bulan Maret 2011 menjadi Rp.222.327,- per kapita per bulan pada Maret 2012. Perhitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk Daerah Perkotaan dan Perdesaan karena Garis Kemiskinan di Daerah Perkotaan lebih tinggi di banding Garis Kemiskinan Perdesaan;
· Untuk Daerah Perkotaan, Garis Kemiskinan Maret 2012 sebesar Rp.234.799,- per kapita per bulan atau naik 5.56 persen dari kondisi Maret 2011 yaitu Rp.222.430,- per kapita per bulan;
· Garis Kemiskinan di Perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 6,54% menjadi Rp.211.823,- per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2011 yaitu sebesar Rp.198.814,- per kapita per bulan.

Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Kudus terdapat Program Penanggulangan Kemiskinan yang antara lain: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Mandiri Perkotaan, Mandiri Pariwisata dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan lain-lain. Jadi, penduduk miskin di Kabupaten Kudus mulai Tahun 2008 sampai 2010 terus mengalami penurunan. Ini memperlihatkan keberhasilan Program Pengentasan Kemiskinan, akan tetapi pada Tahun 2011 Prosentase Penduduk Miskin agak mengalami kenaikan. Maka tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari Tahun 2008 sampai 2011 dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 6
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kudus
Tahun 2008 sampai 2011

	Indikator
	2008
	2009
	2010
	2011

	Tingkat Kemiskinan (%)
	12,99
	11,18
	9,02
	9,45

	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
	97,810
	84,860
	70,200
	73,591




Belum teratasinya penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan, mendorong pemikiran perlunya strategi baru penanggulangan kemiskinan. Pandangan secara konvensional yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini bahwa pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan. Dengan demikian maka untuk memecahkan masalah kemiskinan,  kebijakan harus menyentuh akar masalah kemiskinan dan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap suara dan hal-hal masyarakat miskin.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dibutuhkan berbagai syarat tertentu yakni ditinjau dari  kondisi ekonomi, sosial ketertiban dan keamanan.


4.3.1 Kondisi Ekonomi

Pada Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin menguat karena PDRB sebagai tolok ukur indikator makro dalam menilik keberhasilan pembangunan. Jadi pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan erat dengan pemerataan pembangunan yang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada kesejahteraan penduduk. Sedangkan atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kudus sebesar 33,83 trilyun rupiah naik sebesar 7,52% dan untuk PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 13,83 trilyun rupiah naik dari tahun sebelumnya. Seperti tahun tahun sebelumnya, sektor industri masih menjadi kontributor utama yang memberi andil pada PDRB tahun 2010 atas dasar harga berlaku sebesar 62,41% yang diikuti oleh komoditas perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,35%. Sedangkan kontribusi sektor pertanian dan sektor lain masih dibawah 10% yaitu sektor pertanian sebesar 2,74%, sektor jasa 2,73%, sektor keuangan sebesar 2,37%, sektor pengangkutan dan komunikasi 1,37%.




4.3.2 Kondisi Sosial, Ketrentraman dan Keamanan   

Bidang sosial terdiri dari sub bidang agama,  sub bidang kesejahteraan sosial, sub bidang pendidikan dan kebudayaan, yang menjabarkan tiga tujuan yakni meningkatnya kualitas kesehatan dan produktivitas, meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan masyarakat,  meningkatnya keimanan dan ketaqwaan dan kerukunan sosial. Dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus maka bidang agama memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana, tempat ibadah, peran dan fungsi lembaga keagamaan serta kerukunan hidup beragama.
	
Dalam sub bidang kesejahteraan sosial, beberapa permasalahan kesejahteraan sosial yang menonjol dalam kurun waktu 4 tahun meliputi 5 aspek yang secara garis besar meliputi : kemiskinan, keterlantaran, korban bencana alam, kecacatan dan ketunaan sosial. Dari kelima aspek tersebut maka kemiskinan secara struktural merupakan pendukung munculnya masalah sosial lainnya seperti ketunaan sosial, keterlambatan, kecacatan, dan kekerasan sosial di masyarakat.
	
Dalam kondisi ketentraman dan keamanan, upaya masyarakat dalam membangunan keamanan dan ketertiban menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat. Upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak keamanan saja melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Untuk itu di Kabupaten Kudus dilaksanakan program :
1) Peningkatan perlindungan masyarakat.
2) Peningkatan ketentraman dan ketertiban.
3) Program pengamanan masyarakat.
4) Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Melalui program tersebut maka Kabupaten Kudus cukup kondusif, sehingga hal tersebut sangat diharapkan untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan.


4.4. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang apa yang perlu dicapai untuk mencapai/mewujudkan visi, misi dan mengatasi isu yang dihadapi. Idealnya tujuan dirumuskan berasaskan pendekatan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan berorientasi hasil dan jangka waktu pencapaian yang jelas. 

Perumusan tujuan diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dan dapat mencerminkan arah dan prioritas, memberikan indikasi kearah perumusan sasaran, kebijakan dan program, berorientasi kedepan serta mudah dipahami. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Kudus perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi yang telah ditetapkan.

Tujuan pada masing-masing misi sebagai berikut :

a. Misi 1, tujuan : 
1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2) Peningkatan pemerataan.
3) Meningkatkan perlindungan usaha dan perluasan kesempatan berusaha.
4) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja.

b. Misi 2, tujuan :
meningkatkan aksesibilitas, mutu, relevansi dan manajemen pelayanan pendidikan.

c. Misi 3, tujuan :
1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

d. Misi 4, tujuan :
Meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat.

e. Misi 5, tujuan :
1) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana daerah.
2) Mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten.
3) Mewujudkan tertib pertanahan dan kepastian hukum atas tanah.
4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

f. Misi 6, tujuan :
1) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2) Meningkatkan penegakan hukum, keadilan dan perlindungan HAM.
3) Meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah.
6) Meningkatnya pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat.
7) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah.
8) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

g. Misi 7, tujuan :
1) Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan sosial.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4) Meningkatkan apresiasi SDM atas budaya lokal dan Benda Cagar Budaya (BCB).
5) Mengendalikan laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk.
6) Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
7) Peningkatan partisipasi pemuda dan pembinaan olah raga.

h. Misi 8, tujuan :
Meningkatkan iklim daerah yang kondusif dan kesiapsiagaan penanganan bencana alam.

i. Misi 9, tujuan : 
Meningkatkan kehidupan demokrasi dalam berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Indikatornya adalah hal-hal yang dapat dijadikan penunjuk tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditentukan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus selama kurun waktu 5 tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten  Kudus Tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi

Pada tahun 2013 diperkirakan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp.14.107.083,13 juta dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,01%. Diasumsikan situasi perekonomian riil terus tertekan sebagai imbas arus perekonomian global sehingga akan terjadi penyesuaian harga barang dan jasa sampai tercipta keseimbangan baru. Segala macam proteksi (monopoli, oligopoli), subsidi baik secara langsung ke masyarakat maupun tidak langsung (melalui bagian hulu) dikurangi secara bertahap hingga  dihapus sebagai konsekuensi kesepakatan AFTA. Gejolak bursa efek di Amerika secara cepat merembet menekan perekonomian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi dilaksanakan pemerintah dalam rangka memperkuat pilar-pilar ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada sektor yang merupakan basis perekonomian daerah mengingat kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Elastisitas yang meningkat menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kecil mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Dalam mendukung tercapainya sasaran tersebut, terdapat sasaran pendukung lain yang mendapat prioritas yaitu : infrastruktur dan layanan yang efisien, investasi di daerah dan kemampuan asimilasi teknologi. 

Pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh produktivitas petani. Petani diharapkan lebih mandiri, yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mengambil keputusan usaha tani, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta produktivitas sumber daya manusia.

b. Sasaran peningkatan pemerataan

Pertumbuhan ekonomi yang dipacu perlu disertai dengan pemerataan sehingga hasil pembangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata. Indikator yang mencerminkan tingkat kesenjangan antar wilayah diformulasikan dalam indeks williamson. Pembangunan berbagai sarana prasarana dan berbagai sektor ditujukan untuk menurunkan kesenjangan.

Pembukaan aksesibilitas daerah peri-peri yang merupakan penyangga melalui peningkatan aktivitas ekonomi strategis di daerah pinggiran diharapkan mampu mengefektifkan trickle down effect dan memacu aglomerasi ekonomi. Kondisi ini ditingkatkan secara simultan dan integral sehingga mampu menurunkan kesenjangan hingga pada 0,70% pada tahun 2013.

c. Sasaran peningkatan perlindungan usaha dan perluasan kesempatan berusaha

a. meningkatnya perlindungan usaha;
b. meningkatnya pembaharuan institusional;
c. meningkatnya perluasan kesempatan berusaha.

d. Sasaran perluasan kesempatan kerja

Pengangguran di Kabupaten Kudus tahun 2006 dan 2007 mencapai 5,25%, diasumsikan pada tahun 2008 masih tetap. Untuk pengurangan pengangguran menjadi 4,25% pada tahun 2013 dibutuhkan kerja sama yang erat, sinergis, dan berkesinambungan. Pendidikan non formal dan fasiltasi dalam pendidikan menengah atas akan menjadi sasaran utama dalam pengelolaan pasar tenaga kerja. Di samping itu, perlindungan tenaga kerja juga menjadi prioritas dalam penekanan tingkat pengangguran.

e. Sasaran Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan erat kaitannya dengan pengangguran, sehingga dalam isu strategis dimunculkan secara bersamaan. Pada akhir 2007 tingkat kemiskinan mencapai 41,15% dan diproyeksikan menurun hingga pada tingkat 33 % pada tahun 2013. Meskipun kondisi ekonomi semakin sulit, berbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan menjadi perhatian utama dari berbagai sektor baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan dasar, maupun pengembangan ekonomi produktif.

f. Sasaran meningkatkan aksesibilitas, mutu, relevansi dan manajemen pelayanan pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan di semua jenjang sesuai kebutuhan secara adil dan merata maka dilaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun. program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk Kabupaten Kudus, baik laki-laki dan perempuan melalui jalur formal maupun non-formal, yang mencakup SMA, SMK, MA, dan Paket C. Program ini merupakan kelanjutan dari program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian Wajar 12 (dua belas) tahun meliputi jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs) dan jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Pendidikan yang bermutu adalah kualitas layanan pendidikan yang ditandai dengan :
1) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;
2) Meningkatnya proporsi pendidik yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar;
3) Meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang terakreditasi baik;
4) Meningkatnya persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan;
5) Meningkatnya minat baca penduduk Kabupaten Kudus. 

Sedangkan pengertian terjangkau dalam hal ini meliputi aspek tempat/lokasi dan aspek biaya. Dari aspek tempat/lokasi dimaksudkan seluruh penduduk Kabupaten Kudus dapat menjangkau lokasi sekolah tempat peserta didik mengikuti proses belajar. Sedangkan dari aspek biaya dimaksudkan seluruh penduduk Kabupaten Kudus mampu membiayai seluruh biaya pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam pengertian ini khusus bagi penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya pendidikan, maka pemerintah daerah memberikan bea siswa sehingga mampu melanjutkan dan lulus sampai ke jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). 

Indikator utama yang di pergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA.

Disamping program Wajib Belajar 12 tahun dilaksanakan pula program pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk mengurangi angka putus sekolah siswa utamanya dikarenakan alasan ekonomi. Angka Putus Sekolah relatif besar terjadi pada usia 16-18 tahun.

g.  Sasaran peningkatan partisipasi pemuda dan pembinaan olah raga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga diprioritaskan untuk meningkatkan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga serta meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, yang antara lain berupa :
· Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
· Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
· Peningkatan peran serta kepemudaan.
· Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
· Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga.
· Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
· Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

h. Sasaran peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah melalui Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis. 

Pelayanan kesehatan dasar gratis adalah pembebasan biaya atau retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, khusus bagi penduduk Kabupaten Kudus yang belum memiliki jaminan kesehatan, seperti Askes, ASTEK, Jamkesmas, dan jaminan kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan dasar gratis meliputi :
1. Pelayanan kesehatan wajib terdiri dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, gizi, Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) dan pengobatan;
2.  Pelayanan kesehatan pengembangan terdiri dari kesehatan sekolah, olah raga, kerja, gigi dan mulut, jiwa, mata, usia lanjut, dan pembinaan pengobatan tradisional (batra);
3.  Pelayanan kesehatan penunjang terdiri dari perawatan kesehatan masyarakat, laboratorium medis, pencatatan dan pelaporan.

Sesuai dengan indikator pencapaian MDG’s, indikator utama yang digunakan untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain indikator angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dan prevalensi balita gizi kurang.

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ditandai dengan peningkatan indikator cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas, cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan rasio dokter terhadap penduduk.

i. Sasaran meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat

Pada urusan sosial, diarahkan untuk perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat. Penanganan urusan ini antara lain sebagai berikut :
· Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
· Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
· Pembinaan anak terlantar.
· Peningkatan pelayanan pengelolaan toleransi beragama.

j. Sasaran meningkatkan kualitas, kuantitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana daerah

1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menjangkau ke seluruh wilayah.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah proporsi panjang jalan kondisi baik dengan panjang jalan seluruhnya. Disamping indikator utama tersebut, indikator lain yang dapat digunakan adalah perbandingan panjang jalan dan jumlah penduduk, rasio luas jalan dengan luas wilayah dan meningkatnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. 
2) Mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan dan dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Indikator lain yang dapat digunakan yaitu jumlah uji kir angkutan umum dan rasio ijin trayek dengan jumlah penduduk. 
3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem jaringan irigasi.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Selain indikator utama tersebut, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain adalah meningkatnya ketersediaan air irigasi dan peningkatan kemampuan petani pemakai air. 
4) Meningkatnya sistem pengendalian banjir.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah berkurangnya dampak banjir dan tingkat frekuensi banjir per tahun. Selain itu, meningkatnya kepedulian masyarakat serta meningkatnya kelembagaan dan koordinasi penanganan banjir merupakan indikator pendukung indikator utama untuk mencapai sasaran meningkatnya sistem pengendalian banjir.
5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman secara kuantitatif dan kualitatif (air bersih, air minum, air limbah dan persampahan). Indikator lain yang dapat digunakan adalah berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan, berkurangnya penghunian liar (sempadan sungai, rel kereta api, dan lain-lain) dan tingkat keamanan penduduk dari bencana alam (kebakaran, angin, tanah longsor, banjir, kekeringan).
6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran drainase.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran drainase adalah penurunan frekuensi, tinggi dan lama genangan banjir.

k. Sasaran mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten

1) Tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum adalah tersusunnya rencana umum dan rencana rinci tata ruang serta tersusunnya aturan hukum mengenai rencana tata ruang.
2) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan adalah monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang. Indikator lain yang dapat digunakan adalah rekomendasi pemanfaatan ruang serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

l. Sasaran Mewujudkan tertib pertanahan dan kepastian hukum atas tanah.

1) Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang;
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang yaitu persentase luas lahan bersertifikat serta penanganan konflik pertanahan;
2) Meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan adalah persentase jumlah desa yang menerapkan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM).

m. Sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup

1) Meningkatnya pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup adalah berkurangnya luasan lahan kritis. Indikator lain yang digunakan yaitu potensi ketersediaan sumber daya air, rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan wilayah serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup.
2) Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan adalah menurunnya pencemaran lingkungan, menurunnya tingkat pelanggaran peraturan lingkungan hidup dan tersusunnya dokumen lingkungan. 
3) Meningkatnya kebersihan, kerapian dan keindahan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kebersihan, kerapian dan keindahan yaitu persentase penanganan sampah, rasio tempat pembuangan sampah dan meningkatnya pengelolaan sampah. 
4) Meningkatnya perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral adalah rekomendasi perijinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.
5) Meningkatnya kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup adalah terbentuknya kelembagaan di bidang lingkungan hidup dan peningkatan intensitas dan keterlibatan lembaga di bidang lingkungan hidup.

n. Sasaran meningkatnya koordinasi dan sinergisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders)

Indikator yang digunakan adalah tepatnya sasaran pembangunan. Pembangunan yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) ditujukan tidak hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja.

o. Sasaran terbentuknya sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan kultur hukum

Indikator sasaran ini adalah tidak adanya peraturan daerah yang dibatalkan. Untuk meminimalisir adanya peraturan daerah yang dibatalkan maka diperlukan perencanaan yang matang dengan melibatkan stakeholders yang berkompeten.

p. Sasaran meningkatnya kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah

Dengan indikator pemenuhan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran, ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai, serta adanya aparat pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat/bintek di setiap SKPD, diharapkan kinerja pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

q. Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Indikatornya adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawabannya. Diharapkan  seluruh SKPD sudah mampu melaksanakan dengan tertib, baik tertib dari segi waktu pelaksanaan, administrasi, maupun tertib aturan.

r. Sasaran terlaksananya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas

Indikator yang cukup relevan untuk menggambarkan pencapaian sasaran ini yaitu menurunnya tingkat pengaduan masyarakat serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu pelayanan yang menjadi perhatian masyarakat adalah pelayanan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dokumen kependudukan khususnya KTP/KK. Sebagai langkah awal untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan terhadap dokumen kependudukan, pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kudus menerapkan pembebasan biaya untuk pembuatan KTP/KK. Selain itu, penyederhanaan jalur birokrasi, perbaikan sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi yang modern senantiasa diupayakan untuk mempercepat proses penyelesaian dokumen kependudukan. Langkah tersebut ditempuh dengan cara memberikan pelayanan KTP/KK di tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten. Dengan prinsip lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui langkah tersebut, diharapkan permasalahan lambannya proses pengurusan KTP/KK sudah bisa teratasi.

s. Sasaran terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah

Sasaran ini tercapai dengan indikator diterapkannya analisis jabatan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengesampingkan evaluasi secara kontinyu terhadap pelaksanaannya.

t. Sasaran meningkatnya pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat

Kebijakan sistem pengawasan internal dan pengendalian pengawasan dimaksudkan agar pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai sistem, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diharapkan jumlah penyimpangan terhadap kebijakan dan regulasi yang ada dapat diminimalisir sekecil mungkin. Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan.

u. Sasaran meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah

Dengan indikator jumlah aparat pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan, ketrampilan, dan pelatihan, diharapkan dapat meningkat sebesar 10% tiap tahunnya.

v. Sasaran menurunnya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum

Guna mendukung pembangunan di Kabupaten Kudus, diperlukan suatu suasana yang kondusif yaitu aman, tentram, dan tertib di masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan keamanan dan ketertiban adalah rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk, rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan, dan menurunnya angka kasus gangguan kamtrantibmas.

Dengan sistem perencanaan yang baik, sarana dan prasarana memadai, serta sumber daya manusia yang mendukung diharapkan dapat menurunkan angka kasus gangguan trantib sebesar 10 % tiap tahunnya.

w. Sasaran meningkatnya penanganan dan penanggulangan bencana alam dan korban bencana alam

Indikator yang digunakan untuk melihat ketercapaian sasaran ini adalah dari tingkat kerugian materi yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana alam. Selain itu, untuk melihat kualitas penanganan bencana alam, maka yang menjadi ukuran adalah tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan penanganan bencana alam yang diberikan.

Dengan topografi daerah yang berupa dataran tinggi dan rendah menjadikan Kabupaten Kudus rawan terhadap bencana banjir, tanah longsor dan angin ribut. Beragamnya jenis bencana yang sering terjadi pada setiap tahunnya menyebabkan Kabupaten Kudus harus mengambil langkah penanganan dan penanggulangan bencana yang tepat dengan melakukan penataan sistem manajemen penanggulangan dan penanganan bencana. Selain itu, penanganan berkualitas kepada korban bencana alam terus ditingkatkan. Dengan ditempuhnya upaya-upaya tersebut diharapkan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam pada tahun-tahun mendatang dapat diminimalisir.

x. Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam kehidupan politik dan terselenggaranya pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil

Indikator yang digunakan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pesta demokrasi di Kabupaten Kudus telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum antara lain Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati secara langsung pada tahun 2008. Meski pemilu dilaksanakan dalam suasana yang kondusif, namun demikian angka partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut cukup memprihatinkan. Tingkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik masih rendah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya mengatasi permasalahan dimaksud dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat.

y. Sasaran meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat

Indikator yang digunakan adalah konflik SARA yang terjadi di suatu daerah. Diharapkan tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Kudus.

z. Sasaran meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan sosial

1) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.
2) Menguatnya peran organisasi sosial kemasyarakatan.

aa. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi dan penyuluhan tokoh-tokoh beragama, serta kegiatan fasilitasi badan rukyat.

ab. Sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan ketrampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas mampu menghadapi persaingan yang semakin terbuka ataupun menjadi usahawan mandiri dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, efisien dan produktif guna memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas.

ac. Sasaran pelestarian budaya daerah

Ciri modern dan religius yang dimiliki Kabupaten Kudus merupakan perpaduan yang unik. Di satu sisi, ciri modern identik dengan Kudus sebagai kota industri rokok. Dengan menyandang predikat sebagai kota industri yang modern, Kabupaten Kudus mempunyai tantangan yang sangat berat dalam melindungi dan mempertahankan kebudayaan yang dimilikinya, terutama unsur budaya yang spesifik dan langka, baik dari nilai-nilai budaya (non fisik) maupun kekayaan berupa benda peninggalan budaya (fisik).
Pelestarian budaya khas daerah sangat penting artinya sebab merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, yang bukan hanya menjadi milik daerah saja namun sekaligus sebagai aset bangsa.

ad. Sasaran mengendalikan laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk

Sasaran mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan pertambahan penduduk ditandai dengan : 
· Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun.
· Meningkatnya peserta KB dan pemakaian alat kontrasepsi non-hormonal.
· Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak.
· Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif.
· Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

ee.	Sasaran terjaminnya keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.

Ada dua indikator yang digunakan yaitu :
1) Jumlah peraturan yang terkait dengan bias gender. 
Diharapkan sudah ada sebuah aturan yang khusus membahas masalah gender.  
2) Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 
Pada tahun 2013 diharapkan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun sebesar 10%.

ff.	Sasaran menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki

Indikator yang digunakan adalah : 
1) Rasio jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik 
2) Rasio jumlah perempuan di sektor lapangan usaha
3) Angka partisipasi murni anak perempuan dengan anak laki-laki (bidang pendidikan)
4) Tingkat partisipasi perempuan di kehidupan politik










































BAB V
KEBIJAKAN DAN PROGRAM


5.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 

Untuk memenuhi hak-hak dasar dalam pemenuhan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan maka diperlukan strategi guna mendukung kondisi lingkungan ekonomi, politik dan sosial agar masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan kerja dan berusaha.

Kebijakan untuk membuka kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat     miskin meliputi:

1) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha;
2) Mengembangkan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran khususnya pengangguran pada usia muda;
3) Melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk menjamin kelangsungan dan keamanan kerja;
4) Mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi;
5) Mengembangkan kerja mandiri;
6) Membangun jaringan kerjasama dan informasi kesempatan kerja;
7) Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintah di dalam hubungan kerja yang harmonis.

Dari berbagai kebijakan tersebut, yang diimbangi dengan teknologi informasi diarahkan pada bertambahnya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin pada khususnya, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya.


5.1.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kudus adalah terwujudnya Keswadayaan, Kemandirian dan Perlindungan Anak serta Seluruh Keluarga Berencana menuju Masyarakat yang Sejahtera. Adapun Strategi yang ditempuh untuk memperkuat Misi adalah meliputi :
1) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
2) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan dan penerapan Tehnologi Tepat Guna (TTG);
3) Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
4) Meningkatkan peran Lembaga Ekonomi Desa;
5) Meningkatkan peranan Posyandu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
6) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
7) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang pembangunan;
8) Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9) Pengarusutamaan hak anak;
10) Mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.


5.1.2. Perlindungan Sosial

Strategi yang dilakukan dalam perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, penyandang cacat dan masyarakat miskin), maka kebijakan yang ditempuh meliputi pemenuhan hak-hak dasar antara lain:

1. Pemenuhan hak atas pangan
1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.
2) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
3) Meningkatkan penyediaan dan distribusi-distribusi bahan pangan.
4) Meningkatkan penyediaan lumbung pangan.

2. Pemenuhan hak atas layanan kesehatan
1) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
2) Meningkatkan perbaikan gizi bagi perkembangan anak dan perilaku hidup sehat.
3) Meningkatkan penanggulangan penyakit menular terutama bagi keluarga miskin (TBC dan demam berdarah).
4) Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin.
5) Meningkatkan pelayanan Askin.

3. Pemenuhan atas hak layanan pendidikan
1) Meningkatkan pendidikan masyarakat miskin pada pendidikan 9 (sembilan) tahun.
2) Meningkatkan bantuan khusus murid melalui pemberian beasiswa prestasi bagi keluarga tidak mampu.
3) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal.
4)  Meningkatkan penyelenggaraan kursus dan pelatihan-pelatihan kerja.
5) Meningkatkan penurunan angka putus sekolah.

4. Pemenuhan hak atas perumahan
1) Meningkatkan daya beli masyarakat miskin pada perumahan yang layak.
2) Menyediakan perumahan yang layak bagi kelompok masyarakat yang rentan.

5. Pemenuhan hak atas air bersih
1) Meningkatkan pemenuhan penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin.
2) Menyediakan air bersih bagi masyarakat yang potensi terkena banjir.

6. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi
1) Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan.
2) Mengikutsertakan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

7. Pemenuhan hak atas rasa aman
1) Mencegah timbulnya konflik secara dini.
2) Memperluas jaminan rasa aman pada pekerja industri pada masyarakat miskin.
3) Meningkatkan perlindungan kerja bagi masyarakat miskin.

8. Pemenuhan hak atas tanah
1) Meningkatkan pemahaman masyarakat miskin terhadap aspek hukum pertanahan.
2) Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat rentan.

9. Pemenuhan hak atas sumber daya alam
1) Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada masyarakat miskin.
2) Meningkatkan pencegahan dan mengatasi pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin yang diprogramkan dalam perlindungan sosial, pada dasarnya masyarakat diarahkan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat berpihak pada masyarakat miskin (pro poor) dalam segala aspek sehingga berbagai program yang dilaksanakan berdampak positif pada upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan makro dalam penyelenggaraan berbagai program diharapkan responsif gender karena kita ketahui bahwa Kabupaten Kudus sebagai kota industri ini, perempuan mempunyai peran penting dalam penanggulangan kemiskinan.


5.2. Program Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan di atas maka dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus, dijabarkan ke dalam berbagai program berikut:




5.2.1. Pemenuhan Hak Atas Pangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas pangan, maka program kegiatan di Kabupaten Kudus ditekankan pada :
1) Penggunaan pangan dengan menekankan pada pertanian dalam arti luas yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
2) Pencegahan dan penanggulangan pangan melalui bantuan pangan pada keluarga miskin atau rawan pangan.
3) Pemberian bantuan dan kemudahan pada petani untuk memperoleh saprodi.


5.2.2. Pemenuhan Hak Atas Layanan Kesehatan

Untuk memenuhi hak atas layanan kesehatan maka program yang dilaksanakan meliputi :
1) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pokok pengembangan upaya kesehatan oleh posyandu.
2) Program upaya kesehatan melalui pelayanan kesehatan dasar untuk kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular.
3) Program kesehatan perorangan, melalui pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit.
4) Program perbaikan gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.
5) Program pencegahan penyakit menular.


5.2.3. Pemenuhan Hak Atas Layanan Pendidikan

Pemenuhan hak atas layanan pendidikan diprogramkan sebagai berikut :

1) Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, kegiatan pokok yang dilaksanakan melalui:
(1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS).
(2) Penyediaan materi pendidikan diantaranya adalah buku-buku pelajaran dan buku-buku bacaan.
(3) Pemberian beasiswa anak berprestasi dan Bantuan Khusus Murid (BKM).
2) Program Pendidikan Menengah, kegiatan pokok yang dilaksanakan:
(1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS).
(2) Pengembangan kurikulum dan pengadaan sekolah sesuai dengan dunia usaha/industri.
(3) Pemberian beasiswa pada anak berprestasi, berbakat dan kurang mampu.


3) Program Pendidikan Non Formal:
(1) Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C.
(2) Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional.
(3) Pembinaan kursus.
4) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan


5.2.4. Pemenuhan Hak Atas Perumahan

Pemenuhan hak atas perumahan bagi masyarakat miskin yakni dengan memprogramkan:
1) Menyediakan sarana dan prasarana dasar pemukiman.
2)  Pembangunan rumah sederhana sekali bagi masyarakat dengan pendapatan rendah.


5.2.5. Pemenuhan Hak atas Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan mutlak, untuk itu maka diprogramkan :
1)  Program pembangunan pengelolaan dan konservasi sumber daya air.
2)  Pembuatan tempat-tempat penampungan air.
3)  Perbaikan kelembagaan PDAM yang efektif dan efisien.


5.2.6. Pemenuhan Hak Untuk Berpartisipasi

Pemenuhan hak untuk berpartisipasi, diprogramkan sebagai berikut :
1) Program pemberdayaan politik bagi masyarakat dan lembaga demokrasi.
2) Program peningkatan layanan publik yang berkualitas, dengan melalui musyawarah perencanaan pembangunan mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka proses perencanaan penganggaran partisipatif.


5.2.7. Pemenuhan Hak Rasa Aman

Untuk pemenuhan hak rasa aman, maka diprogramkan sebagai berikut:
1) Program pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan penekanan pada  peningkatan dan pembinaan pelayanan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
2) Program pemberdayaan masyarakat miskin, melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.
3) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan   menekankan perlindungan anak dalam kekerasan keluarga dan mencegah perdagangan anak .
4) Program keamanan dan perlindungan masyarakat, terutama berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja industri.
5.2.8. Pemenuhan Hak Atas Tanah

Tanah sangat dibutuhkan untuk tempat tinggal. Untuk itu  untuk pemenuhan hak atas tanah diprogramkan penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah berdasarkan tata guna lahan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).


5.2.9. Pemenuhan Hak Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Untuk kepentingan pemenuhan hak sumber daya alam dan lingkungan hidup maka diprogramkan:
1. Program perlindungan konservasi sumber daya alam.
2. Program pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup.


5.3. Penanggungjawab Program Penanggulangan Kemiskinan

Pada pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, maka dibutuhkan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan, dengan demikian program yang dicanangkan akan dapat disinergikan secara baik-baik. Untuk itu maka penanggungjawab program penanggulangan kemiskinan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 7
Penanggung Jawab Program Kemiskinan

	No.
	Program Utama
	Koordinator
	Penanggung Jawab Program
	Instansi Terkait

	1.
	Program Koordinasi Lintas SKPD/ Sektor Penanggulangan Kemiskinan
	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
	TKPKD
	SKPD terkait

	2.
	Program Pemenuhan Hak Atas Pangan
	TKPKD
	Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan, dan Kantor Ketahanan Pangan
	TKPKD terkait/ Dolog

	3.
	Program Dalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Kesehatan
	TKPKD
	Dinas Kesehatan
	SKPD terkait/ BUMD

	4.
	Program Dalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Pendidikan
	TKPKD
	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga
	SKPD terkait

	5.
	Program Pemenuhan Hak Atas Perumahan
	TKPKD
	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang
	SKPD terkait

	6.
	Program Pemenuhan Air Bersih
	TKPKD
	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang, dan BPMPKB
	SKPD terkait

	7.
	Program Layanan Pekerjaan Dan Usaha
	TKPKD
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, & Transmigrasi, dan Dinas Perdagangan, Perindustrian & UMKM
	SKPD terkait

	8.
	Program Pemenuhan Hak Atas Tanah
	TKPKD
	Bappeda
	SKPD terkait

	9.
	Program Dalam Rangka Pemenuhan Atas SDA Dan Lingkungan Hidup
	TKPKD
	Kantor LH
	SKPD terkait




5.4. Strategi penanggulangan kemiskinan

Dari program yang dicanangkan dalam penanggulangan kemiskinan, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sehingga disusunlah strategi penanggulangan kemiskinan. Untuk itu maka dapatlah di cermati strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel dibawah ini :



1

Tabel.8.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus
	Visi
	Misi
	Tujuan
	Sasaran
	Kebijakan
	Program

	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera
	Pencegahan pewarisan keluarga miskin
	Mewujudkan kehidupan yang layak bagi keluarga miskin
	Terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak bagi keluarga miskin
	Melaksanakan perlindungan sosial bagi keluarga miskin
	1. Pemenuhan kebutuhan dan peranekaragaman bahan pangan.
2. Pembinaan kesejahteraan sosial dan penanganan keluarga miskin.
3. Pengembangan sistem dan kelembagaan distribusi pangan.

	
	
	Meningkatkan akses anak-anak keluarga miskin pada masalah sosial dan ekonomi
	Meningkatkan mutu SDM anak-anak keluarga miskin
	Meningkatkan kapasitas dasar penduduk
	1. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
2. Peningkatan dan penyediaan tenaga kesehatan yang profesional.
3. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.
4. Pelayanan kesehatan keluarga.
5. Pencegahan dan pembrantasan penyakit menular.
6. Pelayanan kesehatan keluarga.
7. Perbaikan gizi masyarakat.
8. Peningkatan peserta kb.
9. Peningkatan sarana prasarana kb.
10. Pemberdayaan keluarga.
11. Peningkatan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
12. Peningkatan sarana prasarana pendidikan.
13. Pengembangan pendidikan non formal.
14. Pengadaan pendidikan kejuruan.

	
	Pencegahan timbulnya keluarga miskin baru
	Mencegah penurunan daya beli masyarakat
	Mencegah penurunan pendapatan perkapita
	Melakukan upaya menciptakan kesempatan kerja dan berusaha
	1. Peningkatan dan penganekaragaman produksi pertanian dalam arti luas.
2. Pembinaan kelembagaan dan kualitas SDM pertanian.
3. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah industri perdagangan dan koperasi.
4. Peningkatan kelembagaan usaha mikro, kecil industri, perdagangan dan koperasi.
5. Pengembangan pariwisata daerah.
6. Peningkatan penyediaan sarana prasarana perdagangan.
7. Deregulasi perijinan usaha invetasi.
8. Pembinaan ketrampilan dan penempatan tenaga kerja.
9. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan hubungan industri.
10. Pengembangan jaringan kemitraan, usaha mikro, kecil menengah industri, koperasi perdagangan.


[Type text]
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BAB VI.
MONITORING DAN EVALUASI

Pada kegiatan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) maka monitoring dan evaluasi mutlak diperlukan dikarenakan dengan monitoring akan diketahui perkembangan kondisi kemiskinan dan sekaligus dapat memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus–menerus. Dengan monitoring akan dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul dan dapat membuat rumusan pemecahan masalah yang timbul, serta dapat membuat laporan secara rutin dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang ditentukan. 

Dalam kegiatan evaluasi maka akan dapat dikaji bagaimana relevansi , efesiensi dan efektifitas dan dampak dari suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu pada kegiatan monitoring dan evaluasi ini diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu.

6.1. Prinsip Monitoring Dan Evaluasi

Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilandasi dengan motivasi dan kesungguhan serta kejujuran dari para pelakunya, untuk hal tersebut maka dalam monitoring dan evaluasi diperlukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Objektif dan Profesional
Berdasarkan prinsip tersebut maka monitoring dan evaluasi harus dilandasi dengan analisis data yang akurat dan lengkap sehingga menghasilkan penilaian yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang tepat pada kebijakan penanggulangan kemiskinan
2) Transparan
Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media, sehingga masyarakat dapat mengases dengan mudah dari hasil monitoring dan evaluasi.
3) Berbasis pada indikator kinerja
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada indikator dan kriteria baik masukan, proses luaran, manfaat dan dampak
4) Akuntabel
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara internal maupun eksternal
5) Partisipatif
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif dari pelaku penanggulangan kemiskinan termasuk masyarakat miskin itu sendiri
6) Tepat waktu
Untuk menilai keberhasilan maka monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan
7) Berkesinambungan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan , dengan demikian akan dapat dipergunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan kabijakan.
6.2. Mekanisme, Prosedur Monitoring Dan Evaluasi

1) Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan yakni diperoleh dari 
a. Hasil laporan rutin dari dinas atau instansi pelaksana kebijakan program 
b. Hasil pendataan kantor badan pusat statistik
c. Hasil penelitian dari perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat. Data tersebut akan dapat dipergunakan sebagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

2) Pelaporan
Pelaporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kemiskinan secara nyata dan kinerja kebijaksanaan  program secara obyektif dan sistematik. Laporan yang diperoleh perlu dikonsolidasikan  agar komprehensif dan lengkap. Untuk hal tersebut maka komite penanggulangan kemiskinan daerah menggabungkan monitoring dan evaluasi dari pemerintah dan non pemerintah dan dilengkapi dengan rekomendasi kebijakan untuk merespon kondisi kemiskinan dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan dinas terkait.

3) Diseminasi
 Hasil laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan perlu diseminasikan kepada para pengambil keputusan , media masa dan masyarakat luas melalui saluran informasi seperti media cetak media elektronik dan media komunikasi lain yang mudah diakses oleh public.

4) Manfaat dan Tindak Lanjut
	Adapun manfaat monitorintg dan evaluasi yakni adanya temuan baru yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan  antara lain :
(1) Sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
(2) Untuk mengadakan sinkronisasi antara kebijakan dan program
(3) Meningkatkan keterbukaan
(4) Sebagai pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
			
Sedangkan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan yakni adanya pembahasan antara dinas terkait  dengan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah untuk menanggapi laporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Dan selanjutnya untuk diadakan reorientasi perencanaan dari penanggulangan kemiskinan, serta dikeluarkannya kebijakan dan bentuk keputusan untuk meneruskan atau menghentikan sementara ataupun membatalkan sesuatu kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.



6.3. Organisasi dan Lembaga

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh komite penanggulangan kemiskinan (KPK) dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi KPK-D membentuk program kerja yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur pelaksanaan pembangunan dengan keanggotaan yang berimbang dan dengan kewenangan yang luas serta dukungan anggaran yang memadai monitoring dan evaluasi dapat perlu dilakukan secara internal oleh masing-masing dinas/ instansi pelaku penanggulangnan kemiskinan. Disamping hal tersebut maka monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara independen oleh lembaga swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian maupum organisasi profesi . Adapun hasil monitoring dan evaluasi dibahas bersama-sam sehingga menjadi laporan yang komprehensif.

6.4. Sistem Perencanaan dan Penganggaran 

Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran nasional untuk hal tersebut maka sistem perencanaan dan penganggaran diperlukan agar masalah penanggulangan kemiskinan mendapat dukungan yang memadai dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan. Oleh karena itu siklus monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan harus menyesuaikan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Sedangkan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan diperlukan berbagai upaya sebagai berikut:
a) Membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. 
b) Melaksanakan pengumpulan pengolaan dan penyajian informasi secara reguler dengan memperhatikan pemenuhan dasar hak-hak masyarakat miskin. 
c) Mengembangkan standarisasi indikator, variabel dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. 
d) Melakukan survai secara reguler tentang tingkat kepuasan penerima layanan 
e) Melakukan tindak lanjut terjhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring.














BAB VII
PENUTUP

Penduduk miskin di Kabupaten Kudus, masih relatif tinggi. Hal ini merupakan masalah yang harus dipecahkan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kudus. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan strategi, kebijakan dan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Berawal dari pemahaman tersebut, maka perlu disusun buku acuan sebagai pedoman dalam membuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

SPKD merupakan pedoman dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus, oleh karena itu SPKD ini disusun secara garis besarnya saja. Adapun peranan dari SPKD ini adalah untuk menyatukan arah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus. Penyatuan arah yang dimaksud adalah dalam hal strategi yang ditempuh, yakni melalui dua grand strategy dan empat pilar penanggulangan kemiskinan.

Dua grand strategy yang dimaksud adalah:
1. Peningkatan pendapatan penduduk miskin
2. Pengurangan pengeluaran penduduk miskin.

Dari dua grand strategy ini, dioperasionalkan melalui empat pilar strategi antara lain:
1. Perluasan kesempatan kerja
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Peningkatan kapasitas SDM
4. Perlindungan sosial.

Penyusunan SPKD dalam garis besar ini dimaksudkan agar dalam operasional program lebih fleksibel, sesuai dengan kondisi kemampuan yang diharapkan menjadi strategi yang terintegrasi efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pada tahun-tahun mendatang jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dapat diturunkan secara signifikan.



Lampiran tabel 1.: Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan Kecamatan di Kaliwungu

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ KK

	1
	Blimbing Kidul
	498

	2
	Banget
	515

	3
	Setro kalangan
	391

	4
	Garug Kidul
	219

	5
	Kedungdowo
	892

	6
	Gamong
	355

	7
	Sidorekso
	708

	8
	Papringan
	576

	9
	Kaliwungu
	458

	10
	Mijen
	706

	11
	Karangapel
	696

	12
	Garung lor
	530

	13
	Prambatan Lor
	736

	14
	Prambatan Kidul
	386

	15
	Bakalan Krapyak
	507

	
	Jumlah
	8173




Lampiran tabel 2 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Kota

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran
(RTS)/ KK

	1
	Purwosari
	450

	2
	Janggalan 
	172

	3
	Demangan
	109

	4
	Sunggingan
	371

	5
	Panjunan
	179

	6
	Wergu Kulon
	242

	7
	Wergu Wetan
	304

	8
	Mlati Kidul
	185

	9
	Mlati Norowito
	290

	10
	Mlati Lor
	285

	11
	Nganguk
	173

	12
	Kramat
	241

	13
	Damaan
	348

	14
	Langgardalem
	150

	15
	Karenan
	20

	16
	Damaran 
	118

	17
	Kerjasan
	65

	18
	Kajeksan
	216

	19
	Krandon
	273

	20
	Singo candi
	369

	21
	Glantenan
	96

	22
	Barongan
	153

	23
	Kaliputu
	224

	24
	Burikan 
	204

	25
	Rendeng
	210

	 
	Jumlah
	5467




Lampiran tabel 3 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Jati


	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/KK

	1
	Tanjung Karang
	327

	2
	Jetis Kapuan
	319

	3
	Loram Kulon
	702

	4
	Jati Wetan
	436

	5
	Jati Kulon
	511

	6
	Pasuruan Lor
	812

	7
	Pasuruan Kidul
	277

	8
	Ploso
	380

	9
	Getas Pejaten
	714

	10
	Loram Wetan
	745

	11
	Jepang Pakis
	759

	12
	Megawon
	517

	13
	Tumpang Krasak
	405

	14
	Ngembal Kulon
	446

	 
	Jumlah
	7350







Lampiran tabel 4 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Undaan

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/KK

	1
	Wonosoco
	139

	2
	Lambangan
	407

	3
	Kalirejo
	674

	4
	Medini
	819

	5
	Sambung
	340

	6
	Kutuk
	1025

	7
	Glagahwaru
	475

	8
	Undaan Kidul
	747

	9
	Undaan Tengah
	339

	10
	Karangrowo
	613

	11
	Larikrejo
	92

	12
	Undaan Lor
	667

	13
	Wates 
	109

	14
	Ngemplak
	355

	15
	Terangmas
	190

	16
	Berugenjang
	133

	 
	Jumlah
	7124




Lampiran tabel 5 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Mejobo

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/KK

	1
	Gulang
	615

	2
	Jepang
	1056

	3
	Payaman
	472

	4
	Kirig
	473

	5
	Temulus
	519

	6
	Kesambi
	764

	7
	Jojo
	402

	8
	Hadiwarno
	504

	9
	Mejobo
	741

	10
	Golan tepus
	558

	11
	Tenggeles
	415

	 
	Jumlah
	6519
































Lampiran tabel 6: Jumlah Rumah Tangga SasaranVerifikasi Hsil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Jekulo

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/KK

	1
	Sadang 
	235

	2
	Bulung Cakring
	1096

	3
	Bulung Kulon
	746

	4
	Sidomulyo
	331

	5
	Gondoharum
	786

	6
	Terban
	560

	7
	Pladen
	501

	8
	Klaling
	698

	9
	Jekulo
	791

	10
	Hadipolo
	952

	11
	Tanjung Rejo
	840

	 12
	 Honggosoco
	845

	 
	Jumlah
	8381

































Lampiran tabel 7 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Bae

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ KK

	1
	Peganjaran 
	621

	2
	Panjang
	276

	3
	Purworejo
	138

	4
	Bacin
	418

	5
	Pedawang
	321

	6
	Dersalam
	530

	7
	Ngembal Rejo
	891

	8
	Karangberer
	669

	9
	Godangmanis
	902

	10
	Bae
	645

	 
	Jumlah
	5411

































Lampiran tabel 8 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hsil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Gebog

	No
	Desa/kelurahan
	jumlah RT penerima BLT

	1
	Getasrabi
	1082

	2
	Klumpit
	1007

	3
	Gribig
	412

	4
	Karangmalang
	687

	5
	Padurenan
	415

	6
	Besito
	702

	7
	Jurang
	989

	8
	Gondosari
	1389

	9
	Kedungsari
	1143

	10
	Menawan 
	700

	11
	Rahtawu
	659

	 
	Jumlah
	9185

































Lampiran tabel 9 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Dawe

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ KK

	1
	Samirejo
	447

	2
	Cendono
	877

	3
	Mangorejo
	1139

	4
	Rejosari
	708

	5
	Kandangmas
	1410

	6
	Lau
	1118

	7
	Piji
	848

	8
	Puyoh
	547

	9
	Soco
	256

	10
	Ternadi
	177

	11
	Kajar
	486

	12
	Cranggang
	768

	13
	Tergo
	565

	15
	Glagah Kulon
	240

	16
	Dukuh waringin
	191

	17
	Kuwukan
	238

	18
	Colo
	269

	19
	Japan
	485

	 
	Jumlah
	10769




























	Lampiran tabel 10  : STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN  
                                     KEMISKINAN TAHUN 2011

	
	
	
	
	
	

	PROGRAM                                    
	: RASKIN
	
	
	

	DINAS/INSTANSI
	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
	Tahun  : 2011

	
	
	
	
	
	

	NO
	KEC
	DESA
	BENTUK/SASARAN
	JUMLAH (Kg)
	KET

	
	
	
	PROGRAM (RTS)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	JATI
	14
	3.452
	621.360
	   RTS = Rumah

	 
	 
	 
	 
	 
	 Tangga Sasaran

	2
	BAE
	10
	2.751
	495.180
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	GEBOG
	11
	4.136
	744.480
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KALIWUNGU
	15
	3.480
	626.400
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	DAWE
	18
	6.036
	1.086.480
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	JEKULO
	12
	5.386
	968.240
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	UNDAAN
	16
	4.597
	827.460
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	MEJOBO
	11
	2.648
	476.640
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	KOTA
	25
	3.034
	546.120
	 

	JUMLAH
	35.502
	6.392.360
	 


















	Lampiran tabel  11  : STRATEGI    PELAKSANAAN     PROGRAM     PENANGGULANGAN 
                                      KEMISKINAN TAHUN 2012

	
	
	
	
	
	

	PROGRAM                                    
	RASKIN
	
	
	

	DINAS/INSTANSI
	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
	Tahun  : 2012

	
	
	
	
	
	

	NO
	KEC
	DESA
	BENTUK/SASARAN
	JUMLAH (Kg)
	KET

	
	
	
	PROGRAM (RTS)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	JATI
	14
	4.198
	762.66
	   RTS = Rumah

	 
	 
	 
	 
	 
	 Tangga Sasaran

	2
	BAE
	10
	2.171
	466.845
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	GEBOG
	11
	5.453
	1.056.960
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	UNDAAN
	16
	5.526
	924.12
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	KOTA
	25
	2.363
	511.11
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	MEJOBO
	11
	3.675
	639.6
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	DAWE
	18
	8.656
	1.348.920
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	KALIWUNGU
	15
	5,500
	1.004.775
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	JEKULO
	12
	6.084
	1.182.780
	 

	JUMLAH
	43.626
	7.897.770
	 





















Lampiran tabel 12  : Pelaksanaan Program Penanggulangan kemiskinan Tahun   
                                  2011 – 2013
Bidang 		: Infrastruktur Dasar
Dinas/ Instansi		: Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Indikator		: 1. Perkembangan harga beras 
                                      2.Perkembangan harga bahan kebutuhan pokok utama

	NO
	SUB.INDIKATOR
	SATUAN
	TAHUN

	
	
	
	2011
	2012

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
	Harga Beras
Harga Gula Pasir
Harga Minyak Goreng
Harga Margarine
Harga Telur
Harga Susu
Harga Daging Ayam
Harga Daging Sapi
Harga Jagung
Harga Garam Yodium
	Kg
Kg
Kg

Kg
Kg/600 g
Kg
Kg
Kg
1/buah
	Rp 7.000
Rp 9.500
Rp 9.100
-
Rp 13.300
Rp 48.500
Rp 23.700
Rp 56.300
Rp   3.600
Rp      200
	Rp 6.950
Rp 11.200
Rp 11.000
-
Rp 15.200
Rp 62.500
Rp25.300
Rp 53.400
Rp   3.700
Rp      500





















Lampiran tabel 13  : Pelaksanaan Program Penanggulangan kemiskinan Tahun   
                                  2011 – 2013

Akses Air Minum PDAM Kudus

	AKSES AIR MINUM LAYAK
	
	TAHUN
	KETERANGAN

	
	
	2011
	

	
a. Persentase keluarga memiliki  
    akses Air Minum Layak

b  Jumlah Keluarga memiliki 
    akses Air Minum Layak

c  Jumlah Keluarga

	
%


KK


KK
	
19.56


25.102


128.326
	(audit BPKP)




































Lampiran tabel 14  : INDIKATOR   STRATEGI   PELAKANAAN   PROGRAM 
                                  PENANGGULANGAN       KEMISKINAN              DINAS 
                                  KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

	No
	Indikator
	Satuan
	2011

	1
	2
	3
	4

	II
	Kesehatan
	
	

	2.1
	Angka Kematian Bayi
	
	

	
	2.1.1.
	
	Angka Kematian Bayi
	1000
Kelahiran
hidup
	5,6

	
	2.1.1.1.
	
	Jumlah Kematian Bayi
(<1 tahun)
	Jiwa
	63

	
	2.1.1.2.
	
	Jumlah kelahiran hidup
	Kelahiran
	15.429

	2.2
	Angka Kematian Balita
	
	

	
	2.2.1.
	
	Angka Kematian Balita
	1000
Kelahiran
hidup
	7,1

	
	2.2.1.1.
	
	Jumlah Kematian Balita
(<5 tahun)
	Jiwa
	112

	
	2.2.1.2.
	
	Jumlah kelahiran hidup
	Kelahiran
	15.429

	2.3
	Angka Kematian Ibu Melahirkan
	
	

	
	2.3.3.
	
	Angka Kematian Bayi
	100.00
Kelahiran
	103,7

	
	2.3.3.1
	
	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
	Jiwa
	16

	
	2.3.3.2.
	
	Jumlah Ibu Bersalin
	Jiwa
	16.400

	2.4
	AngkaBalita Kekurangan Gizi
	
	

	
	2.4.1
	
	Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk
	%
	5,96

	
	2.4.1.1
	
	Jumlah Balita Gizi Kurang
	Jiwa
	384

	
	2.4.1.2
	
	Jumlah Balita Gizi Buruk
	Jiwa
	3,482

	
	2.4.1.3.
	
	Jumlah Balita yang diukur/ditimbang
	Jiwa
	58.457

	2.5.
	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
	
	

	
	2.5.1
	
	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
	%
	94,50

	
	2.5.1.1
	
	Jumlah Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
	Jiwa
	15.492

	
	2.5.1.2.
	
	Jumlah ibu bersalin
	Jiwa
	16.400

	2.6
	Pelayanan Ante Natal
	
	

	
	2.6.1.
	
	Presentase pelayanan ante natal (K4)
	%
	94,50

	
	2.6.1.1.
	
	Jumlah pelayanan ante natal(K4)
	Jiwa
	16.451

	
	2.6.1.2.
	
	Jumlah Ibu Hamil
	Jiwa
	17.162

	2.7
	Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan KB Memadai
	
	

	
	2.7.1.
	
	Presentasepasangan usia subur (PUS) yang menjadi akseptor KB
	%
	0,78

	
	2.7.1.1.
	
	Jumlah Peserta KB baru
	Jiwa
	20,980

	
	2.7.1.1.1
	
	Peserta KB baru Perempuan(P)
	Jiwa
	20,880

	
	2.7.1.1.2.
	
	Peserta KB baru Laki-laki(L)
	Jiwa
	     100

	
	2.7.1.2.
	
	Jumlah pasangan usia subur
	pasangan
	137.660

	
	2.7.2.
	
	Cakupan KB aktif
	%
	78,80%

	
	2.7.2.1.
	
	Jumlah peserta kb aktif
	Pasangan 
	108.506

	
	2.7.3
	
	Unmeet Need KB
	%
	2.910

	
	2.7.3.1
	
	Jumlah PUS yang tidak ingin punya anak tetapi tidak memakai alat kb
	pasangan
	29.104

	
	2.7.4.
	
	Drop Out (DO) KB
	
	

	
	2.7.4.1.
	
	Jumlah Drop Out (DO) KB Perempuan (P)
	jiwa
	1.628

	
	2.7.4.2.
	
	Jumlah Drop Out(DO) KB Laki-laki (L)
	jiwa
	    542

	2.8
	Balita dengan Imunisasi Lengkap
	
	

	
	2.8.1.
	
	Presentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
	%
	98,50

	
	2.8.1.1.
	
	Jumlah balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
	Jiwa
	15.521

	
	2.8.1.2.
	
	Jumlah balita
	jiwa
	66.357

	2.9.
	Jaminan Kesehatan penduduk Miskin
	
	

	
	2.9.1.
	
	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesda
	jiwa
	127.653

	
	2.9.2.
	
	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkes-nas
	Jiwa
	27.399

	
	2.9.3
	
	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesmas-nas
	%
	100

	
	2.9.4.
	
	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesda
	%
	100

	
	2.9.5.
	
	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesmas dan jamkesda
	%
	100

	2.10
	Sumber daya kesehatan
	
	

	
	2.10.1.
	
	Tenaga ksehatan
	
	

	
	2.10.1.1.
	
	Jumlah Desa
	Desa
	132

	
	2.10.1.2.
	
	Rata-rata Dokter per Puskesmas
	
	3,5

	
	2.10.1.3
	
	Rata-rata bidan per desa
	
	1,73

	
	2.10.1.4.
	
	Rata-rata PKD per Desa
	
	0,71

	
	2.10.1.2
	
	Jumlah Dokter
	Orang
	258

	
	2.10.1.2.1
	
	Dokter Spesialis
	Orang
	73

	
	2.10.1.2.2
	
	Dokter Umum
	Orang
	157

	
	2.10.1.2.3.
	
	Dokter Gigi
	Orang
	28

	
	2.10.1.3
	
	Bidan
	Orang
	442

	
	2.10.1.4.
	
	Perawat
	Orang
	1.052

	
	2.10.1.5.
	
	Tenaga Gizi
	Orang
	32

	
	2.10.1.6
	
	Tenaga Farmasi
	Orang
	131

	
	2.10.1.7.
	
	Tenaga Kesehatan Masyarakat
	Orang
	44

	
	2.10.1.8.
	
	Tenaga Teknis Medis
	Orang
	100

	
	2.10.1.9
	
	Tenaga sanitasi
	Orang
	16

	
	2.10.2.
	
	Sarana Kesehatan
	
	

	
	2.10.2.1.
	
	Jumlah rumah sakit umum
	unit
	7

	
	2.10.2.1.1.
	
	RS. Departemen Kesehatan
	unit
	-

	
	2.10.2.1.2
	
	RS. Provinsi
	unit
	-

	
	2.10.2.1.3
	
	RS.Kabupaten/Kota
	unit
	1

	
	2.10.2.1.4
	
	RS. TNI/POLRI
	unit
	1

	
	2.10.2.1.5
	
	RS. Swasta
	unit
	8

	
	2.10.2.2.
	
	Puskesmas
	unit
	19

	
	2.10.2.3.
	
	Puskesmas rawat inap
	unit
	6

	
	2.10.2.4.
	
	Puskesmas pembantu
	unit
	42

	
	2.10.2.5
	
	Puskesmas keliling
	unit
	19

	
	2.10.2.6
	
	Jumlah Desa Siaga
	desa
	132

	
	
	
	
	
	

	
	2.10.2.7
	
	Jumlah PKD
	unit
	93

	
	2.10.2.8
	
	Jumlah polindes
	unit
	73

	
	2.10.2.9
	
	Jumlah postandu
	unit
	777

	
	2.10.2.10
	
	Jumlah rumah bersalin
	unit
	13

	IV
	INFRASTRUKTUR DASAR

	4.1
	Akses sanitasi layak

	
	4.1.1.
	
	Persentasekeluarga memiliki akses sanitasi layak
	%
	74,07

	
	4.1.1.1.
	
	Jumlah keluarga memiliki sanitasi layak
	KK
	105.172

	
	4.1.1.2.
	
	Jumlah keluarga
	KK
	141.984

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



